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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 

123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap Praktik Pengelolaan Tabungan “Nabung Gula” yang 

Dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten 

Gresik” ini merupakan hasil penelitian yang berangkat dari rumusan masalah: (1) 

Bagaimana praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada 

anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? (2) Bagaimana 

analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap 

pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis 

dengan teori qarḍ dalam Hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu 

proses pengambilan keputusan, yang berangkat dari fakta/data tentang praktik 

pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang bersifat khusus, kemudian 

dianalisis dengan teori qarḍ, sehingga ditarik kesimpulan hukum yang bersifat umum. 

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pertama: Anggota PKK (muqtᾱridh) 

meminjam dana tabungan “Nabung Gula”  kepada pengelola PKK (muqridh) yang 

dilakukan secara lisan dan tertulis, dengan syarat adanya tambahan pengembalian 1% 

perminggu. Kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan dan syarat 

peminjaman. Hasil dari pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” dengan cara 

dihutangkan kepada anggota lain dibagi kepada anggota yang menabung. Kedua: 

Menurut Hukum islam tidak diperbolehkan mengambil tambahan pengembalian 

karena pada dasarnya akad qard ̣ adalah saling tolong menolong dalam hal ini tambahan 

pengembalian yang ditetapkan oleh pengelola PKK dinilai cukup besar dan membuat 

anggota yang meminjam kesulitan untuk melunasinya dengan bunga 1% perminggu. 

Pembagian dana dari hasil pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” yang dibagi 

kepada anggota yang menabung tidak sesuai hukum Islam dan dana tabungan tidak 

bisa diakui sebagai pendapatan syariah karena adanya unsur riba yang termuat di 

dalam Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018. 

 Penulis menyarankan bahwa: seharusnya pengurus PKK tidak menetapkan 

bunga atau tambahan pengembalian yang dinilai cukup tinggi dan memberatkan 

anggota yang meminjam. Dana dari hasil pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” 

yang dipinjamkan bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan membantu anggota PKK 

yang sedang membutuhkan, karena pada dasarnya hasil dana tabungan “Nabung Gula” 

yang dipinjamkan kepada anggota dengan tambahan pengembalian tidak bisa diakui 

sebagai pendapatan syariah. Hendaknya pengelolaan dana tabungan juga bisa untuk 

kegiatan muamalah lainnya seperti penyewaan peralatan hajatan dan yang lain 

sebagainya. 

Kata kunci: Akad Qarḍ, Dana Tabungan, DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018, 

Riba. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia  pada masa ke masa cukup 

meningkat, karena pengelolaan pemerintah terhadap SDM dan SDA yang 

semakin baik. Pemanfaatan yang optimal ditunjang dengan kemajuan 

zaman dan didukung oleh pemerintah yaitu menciptakan beberapa program 

pelatihan kerja untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam 

mengembangkan dan mengelola usaha untuk lebih maju lagi, terbukti 

banyak sekali kreativitas dan inovasi di dunia kerja, terutama kaum muda 

yang sekarang banyak terjun di dunia usaha. Karena pengelolaan yang tepat 

dapat menghasilkan hasil yang terbaik.  

Perekonomian merupakan suatu kegiatan muamalah yang selalu di 

lakukan setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Interaksi sosial antar 

manusia saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain, maka dari itu 

sangat dibutuhkan saling tolong menolong sesama manusia agar 

terpenuhinya kebutuhan hidup. 

Pada masa ini dunia telah dilanda wabah Covid-19 yang melanda 

hampir seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Dari banyaknya 

permasalahan yang diakibatkan oleh wabah ini, masyarakat Indonesia  

terutama kalangan menengah ke bawah sangat tertekan, namun mereka 

diharuskan tetap bekerja di tengah-tengah wabah dengan rasa takut akan 
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tertular demi untuk tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di sinilah 

tolong menolong sangat diperlukan sesama manusia. 

 Semakin menurun perekonomian masyarakat Indonesia yang 

membuat masyarakat sangat sulit untuk mencukupi kebutuhannya dalam 

sehari-hari, disebabkan pengeluaran yang semakin banyak dan pemasukan 

yang semakin sedikit, maka tidak sedikit masyarakat yang berhutang demi 

memenuhi kebutuhan hidup terutama masyarakat menengah ke bawah. 

Terbukti bahwa semakin banyaknya masyarakat yang berhutang di 

Lembaga Keuangan maupun Non-Lembaga Keuangan demi untuk 

memenuhi kebutuhan. 

 Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terdapat 

perkumpulan Ibu PKK yang menggagas beberapa program salah satunya 

adalah tabungan. Dari dana tabungan inilah yang di kelola dengan cara 

dihutangkan kepada anggota lain, dan pada tahun ini terbukti semakin 

meningkat orang yang berhutang juga banyak sekali yang kesulitan untuk 

melunasinya, karena banyak faktor yang mempengaruhi terutama wabah 

Covid-19 ini. Islam telah memerintahkan setiap umat-Nya untuk saling 

tolong menolong, yaitu memperbolehkan meminjamkan harta bendanya 

agar bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penerima 

pinjaman mengembalikan harta seperti sediakala.1 Sebagaimana firman 

Allah yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 245: 

 
1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181 
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عِفَه لهَمَنۡ ذَا ا َ قَ رۡضًا حَسَنًا فَ يُضه طُۖ  وَ   ٗ  اَضۡعَافاً کَثِيۡۡةًَ    ٗ  لَّذِىۡ يُ قۡرِضُ اللّهٰ ُ يَ قۡبِضُ وَيَ بۡصُ  وَاللّهٰ

 ٗ  الِيَۡهِ تُ رۡجَعُوۡنَ 

Artinya: “barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka 

Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan 

dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. 

Al-Baqarah[2]:245)2 

 

Dan pada ayat yang lain juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 

280; 

تُمْ تَ عْلَمُوْنَ  قُ وْا خَيٌْۡ لَّكُمْ اِنْ كُن ْ  وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرةٍَ فَ نَظِرةٌَ اِلٰه مَيْسَرةٍَۗ  وَانَْ تَصَدَّ

Artinya : “dan jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 

maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu 

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(QS. Al-

Baqarah[2]:280).3 

Dan juga di surat al-Baqarah ayat 282,firman Allah yang berisi; 

تُمۡ   ا اِذَا تَدَايَ ن ۡ  ايَ ُّهَا الَّذِيۡنَ اهمَنُ وٰۡۤ
ٰۤ
 ؕ  بِدَيۡنٍ اِلٰهى اَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكۡتُ بُ وۡهُ يه

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menulisnya.”(QS. Al-Baqarah [2]:282)4 

 Qarḍ merupakan pinjaman yang diberikan kepada Muqᾱridh dalam 

keadaan membutuhkan uang atau dana. Ada beberapa penafsiran akad qarḍ 

 
2Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsir Al-Qur’an, Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah Al 

Qur’an dan terjemahnya  (Jakarta: Komplek Percetakan Al-Qur’an Al Karim, 1971), 60. 
3Ibid., 70. 
4Ibid., 70. 
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menurut para Ulama, yaitu Ulama  Syafi’iyah “qarḍ memiliki penafsiran 

yang serupa dengan term As-Salaf, yaitu suatu akad kepemilikan harta 

benda agar dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. 

Sedangkan pendapat Ulama Malikiyah yakni “suatu pemberian harta benda 

kepada seseorang yang tidak disertai Iwᾱd (imbalan) atau tambahan dalam 

pengembaliannya. kemudian juga di kemukakan oleh Ulama Hanafiyah 

“qarḍ adalah sesuatu yang diberikan dari harta Mithil (yang memiliki 

perumpamaan) dengan tujuan memenuhi kehidupannya. 

Perekonomian di zaman Nabi Muhammad SAW merupakan 

perekonomian yang berlandaskan syariat Islam dan berdasarkan al-Qur’an 

dan Hadis. Beberapa aturan yang tertanam pada landasan perekonomian 

tersebut berbentuk keharusan untuk mengerjakan. Sistem perekonomian 

Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif 

terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.5 

 Islam telah mengatur korelasi yang erat antara ibadah, akhlak, 

akidah, dan muamalah. Ketentuan bermuamalah merupakan dasar hukum 

dan kemudian untuk manusia menjalankan kehidupan dalam sehari-hari 

Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak terhindar dari kegiatan jual-

beli, utang-piutang, sewa-menyewa, simpan-pinjam, dan lain-lain. 

Bersamaan dengan semakin berkembangnya maka semakin meningkatnya 

kebutuhan manusia baik itu kebutuhan primer ataupun sekunder, maka 

 
5Sugeng Widodo, Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam (Yogyakarta: Kaukaba (anggota 

IKAPI, 2014), 47. 
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seharusnya semua orang berusaha untuk lebih berhemat dengan berbagai 

cara, seperti menabung. Karena menabung kita bisa memenuhi kebutuhan 

kita dalam jangka yang panjang dan pada kebutuhan mendesak. Menabung 

juga termasuk ke dalam salah satu kegiatan bermuamalah. 

Wadi’ah bersumber dari kata Al-Wadi’ah artinya titipan murni 

(amanah) dari pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima, baik 

badan hukum ataupun individu, yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan 

saja kepada pihak yang menitipkannya.6 Keseluruhan Ulama  telah sepakat 

bahwa akad Wadi’ah dan Qarḍ hukumnya boleh dan disyariatkan dalam 

Islam, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. Dan dari beberapa dasar hukum al-Qur’an dan Hadis diketahui 

bahwasanya amanat untuk menjaga titipan dengan baik dan harus 

bertanggungjawab. Aset atau barang yang  dapat dititipkan yaitu sesuatu 

yang ternilai yang berbentuk barang, uang, surat berharga, dokumen, atau 

barang benda lainnya.7 Seseorang yang diberikan titipan harus 

bertanggungjawab menjaga harta benda yang telah dititipkan kepadanya 

dan tidak berkewajiban menjamin atau mengganti barang titipan kecuali 

Wadi’ah itu di dalamnya memuat Ujrah atau penerima titipan lalai dan 

melakukan kesalahan dalam menjaga harta benda tersebut.8 

 
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik (Gema Insani, Jakarta, 2001), 

85. 
7Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42. 
8Rozalinda, Fiqih Ekonomi dan Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 

Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 162. 
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  Tabungan dalam program ibu-ibu PKK di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik atau biasa warga di sini menyebutnya  

“Nabung Gula” karena waktu mengambil hasil menabung dapat memilih 

dirupakan uang atau gula, program tabungan ini tergolong di dalam akad 

Wadi’ah yad-dhamanah yaitu pihak yang di berikan titipan dapat 

memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan bisa 

menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap si 

pemilik akan mengambilnya. Di dalam praktik tabungan di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini dilakukan dalam jangka waktu 

selama 50 minggu, dan setiap minggu harus menabung sesuai dengan 

permintaan nasabah pada kesepakatan awal, misalnya Rp. 20.000 

perminggu, maka wajib menabung perminggu dengan jumlah Rp. 20.000. 

Dan pemberian bonus telah dijanjikan di awal akad yaitu sebesar 10% dari 

jumlah hasil tabungan masing-masing nasabah. Memperhatikan 

bahwasanya akad Wadi’ah Yad Dhamanah memiliki keterkaitan hukum 

yang sama dengan akad Qarḍ, maka nasabah atau penitip dan pengelola 

tidak diperbolehkan menjanjikan untuk memberi keuntungan harta 

tersebut. Namun demikian, pihak pengelola diperkenankan memberikan 

bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di awal. 

Dengan ini, pemberian bonus yang merupakan kebijakan yang hanya 

bersifat sukarela. Bonus tersebut di dapatkan dari hasil pengelolaan dana 

tabungan. Dana tabungan ini dikelola oleh ibu-ibu pengurus PKK, dikelola 

atau dikembangkan dengan cara dihutangkan kepada anggota dengan bunga 
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1% perminggu. Dana dari hasil inilah yang nantinya dibagi kepada anggota 

yang menabung. Bunga 1% perminggu dinilai terlalu besar dan sangat 

memberatkan anggota yang berhutang walaupun telah disepakati di awal 

bahwasanya dikenakan 1% perminggu, ditambah lagi dengan krisis 

perekonomian yang semakin menambah beban sehingga para anggota yang 

berhutang tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu.  

Pengelolaan dana tabungan dengan cara dihutangkan kepada 

anggota dengan bunga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak 

sesuai pada prinsip syariah dan juga tidak bisa dianggap sebagai 

pendapatan, yang telah disepakati oleh Dewan Pengawas Syariah yang 

tercantum di Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang 

penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi 

Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga bisnis syariah dan Lembaga 

Perekonomian Syariah, dengan ketentuan terkait dana TBDSP (tidak boleh 

diakui sebagai pendapatan) poin 1 huruf a; Dana TBDSP berasal dari 

transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tidak dapat 

dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (Riba).  

Berdasarkan keterangan di atas, dianggap perlu untuk dilaksanakan 

penelitian lebih jelas lagi tentang pengelolaan dana tabungan yang dananya 

dihutangkan kepada anggota. Penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum  

Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 123/DSN-MUI/XI/2018 Terhadap Praktik 

Pengelolaan Tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan Kepada anggota 

di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.”  
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B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Faktor yang melatar belakangi penurunan perekonomian di 

Indonesia. 

b. Dampak wabah Covid-19 bagi perekonomian masyarakat dan 

negara.  

c. Semakin banyaknya masyarakat yang berhutang untuk memenuhi 

kebutuhan di tengah perekonomian yang sangat sulit. 

d. Praktik tabungan yang dilakukan di Desa Randuboto Kecamatan 

Sidayu Kabupaten Gresik. 

e. Pemberian bonus yang dijanjikan di awal akad pada praktik 

tabungan “Nabung Gula” di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik 

f. Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pengelolaan dana 

tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di 

Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 

g. Pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan 

kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten 

Gresik. 

h. Pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada 

anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
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ditinjau dari hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No.123/DSN-

MUI/XI/2018. 

 

2. Batasan Masalah 

Dari beberapa identifikasi masalah yang sudah Peneliti paparkan di 

atas, Peneliti membatasi penelitian ini hanya membahas dua masalah, 

yaitu: 

a. Praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan 

kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten 

Gresik. 

b. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.123/DSN-

MUI/XI/2018 terhadap Pengelolaan Tabungan “Nabung Gula” yang 

dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang 

dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-

MUI/XI/2018 terhadap Pengelolaan Tabungan “Nabung Gula” yang 

dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik? 
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D. Kajian Penelitian 

Sesudah melakukan penelaahan kepustakaan peneliti menyadari 

rangkaian hasil kajian dan analisis yang berhubungan dengan Pengelolaan 

Dana Tabungan yang dihutangkan, terdapat sebagian dari hasil penelitian 

yang terkait. Kajian-kajian ini merupakan penelitian akademis yang saling 

berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, penelitian-

penelitian ini menganalisis seputar pengelolaan dana yang dihutangkan 

antara lain dengan judul sebagai berikut: 

1. Skripsi karya Ainun Ainia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk 

Kelompok Perempuan”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang 

beberapa masalah yaitu bagaimana pelaksanaan utang-piutang dan 

pengembalian uang di kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan dan 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang 

dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Mingir. 

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa praktik pengembalian utang-piutang 

pada SPP-PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Mingir yakni mulai dari 

pengajuan pinjaman, pengisian formulir, lampiran photo copy KTP, dan 

pengembaliannya dari anggota ke ketua kelompok, ketua TPK, Ketua 

UPK. Bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi utang-piutang 

ini, namun dalam transaksi hutang piutang ini tidak termasuk Riba 

karena tidak adanya unsur eksploitasi dan melipatgandakan dengan 

tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran, bunga ini 
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dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet dan di dalam 

praktik ini pengambilannya tidak secara Dzulm (aniaya atau 

penindasan).9 

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu 

menggunakan akad Qarḍ dalam menganalisis dan menjawab rumusan 

masalah, sedangkan letak perbedaannya dalam penelitian di atas tidak 

adanya unsur Riba dalam menganalisis dan perbedaan prosedur dan 

praktik dalam hutang piutang.  

2. Jurnal karya Mufti Afif yaitu “Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah 

atau Qarḍ (Kajian Praktik Wadi’ah di Perbankan Indonesia)”dalam 

jurnal tersebut membahas tentang akad apa yang lebih cocok digunakan 

dalam mengelola uang tabungan. Tabungan merupakan bagian yang 

cukup penting sebagai pemasukan modal bagi Lembaga Keuangan, 

baik bank Syariah maupun Konvensional. Tabungan merupakan 

penambahan dana yang nantinya lembaga dapat menambah jumlah aset 

serta menambah porsi usahanya. Semakin besar peluang untuk 

mengalirkannya sebagai pembiayaan karena banyak dana masuk. 

Terjadi perubahan status harta, yaitu dari titipan (Wadi’ah) menjadi 

pinjaman (Qarḍ) karena nasabah telah mengizinkan hartanya untuk 

dikelola oleh penerima amanat (Wadi’).Pengertian titipan menurut 

 
9Ainun Ainia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang dalam Kegiatan Simpan 

Pinjam Untuk Kelompok Perempuan, Studi Kasus di SPP PNPM Mandiri PeDesaan di Desa Mingir, 

Skripsi (Fakultas Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014). 
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pandangan empat Ulama  Mazhab yaitu Wadi’ah adalah amanat, bukan 

pemakaian yang kemudian dijamin. 

Akad Qarḍ merupakan pemberian pinjaman kepada pihak yang 

berhutang dengan ketentuan pihak yang berhutang mengembalikan 

pada waktu yang telah ditentukan. Mayoritas Ulama  berpendapat, 

dalam akad Qarḍ tidak boleh disyaratkan dengan batasan waktu untuk 

mencegah terjerumusnya dalam Riba. Madzhab Hanafi berpendapat 

bahwa hukumnya haram apabila setiap pinjaman yang dimintai 

kelebihan atau keuntungan, akan tetapi bila tidak disyaratkan maka 

hukumnya boleh. Begitu juga hukum pemberian hadiah. Menolak 

pemberian lebih dari Muqtᾱridh menurut Imam Syafiiyah makruh, 

menurut Imam Malikiyah hukumnya haram, sedangkan menurut Imam 

Hanafiyah boleh.10 

Persamaan jurnal penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti 

kaji yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pengelolaan 

tabungan Wadi’ah, sedangkan perbedaannya dalam jurnal di atas hanya 

berfokus pada akad apa yang lebih cocok untuk pengelolaan Wadi’ah 

yang benar menurut Islam dan penelitian yang peneliti kaji tentang 

pengelolaan dana tabungan dengan menggunakan akad qarḍ (hutang-

piutang) dengan tambahan pengembalian, tambahan pengembalian ini 

yang nantinya akan diberikan kepada anggota yang menabung sebesar 

 
10Mufti Afif, Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah atau Qarḍ (Kajian Praktik Wadi’ah di 

Perbankan Indonesia), No. 2, Vol. 12 (Jawa tengah, Jurnal Hukum Islam (JHI), 2014). 
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10%, yang seharusnya dalam akad Wadi’ah pemberian bonus tidak 

boleh dijanjikan di awal akad. 

3. Jurnal karya Ady Cahyadi yaitu “Mengelola Hutang dalam Perspektif 

Islam” dalam jurnal tersebut membahas tentang pentingnya 

pengelolaan hutang (qarḍ) yang harus diperhatikan dari petunjuk-

petunjuk Islam dan syariat baik yang tercantum di dalam al-Qur’an 

maupun di dalam al-Hadis sehingga kegiatan hutang piutang dapat 

bermanfaat dan dapat menjadi solusi bagi semua umat. Di dalam agama 

Islam hutang diperbolehkan karena hutang termasuk bagian dari tolong 

menolong kepada sesama manusia (Hablun Minan Naas) dasar hukum 

tentang qarḍ tercantum di dalam beberapa surat yaitu al-

Baqarah(2);245, At-Taghabun(64);17, al-Hadid(57);11 dan 18, al-

Maidah(5);2, namun hukum utang piutang bisa berubah hukumnya 

menjadi haram apabila orang yang memberikan hutang atau orang yang 

berhutang tersebut  memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu 

untuk berbuat maksiat. Maka dari itu hukum hutang piutang bervariasi 

tergantung kondisi seperti bisa hukumnya menjadi wajib, mubah, 

makruh, dan haram. Di dalam jurnal ini membahas beberapa materi 

antara lain; Islam memperbolehkan hutang, sikap Nabi Muhammad 

SAW terhadap hutang, pentingnya membukukan hutang, rukun hutang 
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piutang, bahaya kebiasaan berhutang, adab memberi dan menerima 

hutang.11 

Persamaan jurnal penelitian di atas dengan penelitian yang Peneliti 

kaji yaitu tentang akad qarḍ yang disyariatkan Islam dan syarat dan 

tata cara hutang piutang yang benar dalam Islam, sedangkan letak 

perbedaannya pada jurnal di atas berfokus hanya pada pengelolaan 

hutang dalam perspektif Islam dan penelitian yang peneliti kaji adanya 

unsur Riba atau tambahan pengembalian dalam hutang piutang.  

Dari kajian penelitian yang telah dipelajari oleh peneliti, pada 

dasarnya memiliki substansi yang berbeda dengan fokus dalam 

penelitian ini. Mengenai hal tersebut maka peneliti mengangkat tema 

yang berjudul “Analisis Hukum  Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 

123/DSN-MUI/XI/2018 Terhadap Praktik Pengelolaan Tabungan 

“Nabung Gula” yang dihutangkan Kepada anggota di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.”  

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui secara jelas terhadap praktik pengelolaan tabungan 

“Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI 

No.123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap pengelolaan tabungan “Nabung 

 
11Ady Cahyadi, Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam,  Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 ( 

Jakarta, 2014). 
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Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan ilmiah 

Secara teoritis, hasil dari penelitian diharapkan ikut berkontribusi 

dalam memperkaya khazanah keilmuan dan kesertaan dalam 

pengembangan pandangan pemikiran khususnya yang berkaitan dengan 

pengelolaan dana di akad qarḍ dan juga di bidang hukum Islam dalam 

hal muamalah 

2. Kegunaan terapan 

Secara praktis, hasil dari penelitian agar dapat dijadikan bahan 

pertimbangan atau masukan agar lebih memperhatikan tata cara serta 

etika dalam pengelolaan dana tabungan yang sesuai dengan Hukum 

Islam baik untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan 

pengelolaan tabungan ini serta masyarakat yang ada di sekitar Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik agar kegiatan 

bermuamalah tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 

 

 

 

G. Definisi Operasional  

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang 

berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an dan hadis; hukum 

syarak.12 

Hukum Islam memuat tentang peraturan-peraturan dan norma-norma 

yang belaku untuk mengatur tingkah laku dan tindakan manusia yang 

dibuat cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.13 

2. Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 

Fatwa adalah keputusan perkara dalam agama Islam yang diberikan 

oleh mufti atau alim Ulama  tentang suatu masalah.14 Fatwa DSN-MUI 

No.123/DSN-MUI/XI/2018 mengenai penggunaan dana yang tidak 

oleh diakui sebagai pendapatan LKS, LBS, dan LPS yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan atas pertimbangan bahwa Lembaga 

Keuangan Syariah dalam menjalankan usahanya perlu suatu pedoman 

untuk menggunakan Dana TBDSP. 

3. Pengelolaan Dana Tabungan 

Pengelolaan merupakan cara atau proses tindakan mengelola atau 

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan daya 

seseorang, proses akan memberi rumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

 
12Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 

(Jakarta : Rajawali Pres, Edisi 5, Cet. V, 1996), 38. 
13Ibid., 39. 
14Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 

406. 
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organisasi atau proses yang akan memberikan pengawasan dalam 

semua hal yang terkait di dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan 

kebijakan. Tabungan adalah media penyimpanan uang atau tempat 

menabungkan uang.15 Jadi pengelolaan tabungan adalah mengelola 

dana atau uang yang telah terkumpul dengan suatu proses atau tindakan 

yang membuat dana tabungan semakin berkembang. 

4. Utang-piutang yang dihutangkan kepada anggota 

hutang piutang adalah pihak yang berhutang meminjam dari pihak yang 

memberi pinjaman atau kata lain hutang piutang adalah menyerahkan 

sesuatu (uang atau barang) kepada orang lain dengan kesepakatan 

bahwa mengembalikannya sama dengan yang dipinjamnya.16 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara menggali kebenaran berdasarkan 

disiplin ilmu yang berkaitan dengan asas-asas gejala alam, masyarakat, 

atau kemanusiaan.17 Selanjutnya agar memperoleh data yang akurat dan 

jelas dalam penelitian ini, maka peneliti akan memakai identifikasi sebagai 

berikut: 

 

 

 
15Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 

1407. 
16Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika,1994), 136. 
17Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008),. 

952. 
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1. Jenis Penelitian  

Jenis yang diambil dari penelitian skripsi ini adalah 

tergolong penelitian lapangan (Field Research) yaitu menjelaskan 

dan menggambarkan kondisi beserta fenomena yang lebih jelas 

berkenaan dengan situasi yang terjadi, oleh karena itu jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan agar menemukan beberapa teori yang 

berkenaan dengan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum 

dalam masyarakat.18 Adapun lokasi penelitian ini adalah pada 

Program Tabungan Ibu-ibu PKK di Desa Randuboto Kecamatan 

Sidayu Kabupaten Gresik yakni sebagai sumber data primer, 

sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku tabungan dan 

buku-buku lain yang mendukung program tabungan Ibu-ibu PKK. 

2. Data yang Dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data yang 

berhubungan dengan pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang ada di 

Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, di antaranya 

sebagai berikut: 

a. Mekanisme menabung di tabungan “Nabung Gula” 

b. Mekanisme pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” 

 
18Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42. 
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c. Mekanisme persyaratan meminjam dana atau uang di tabungan 

“Nabung Gula” 

d. Data tentang sistem pembayaran atau pelunasan hutang. 

3. Data 

Ada dua data dalam penelitian ini, untuk mencari kelengkapan data 

yaitu sebagai berikut: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti 

langsung dari sumber pertama baik individual maupun perorangan.  

Data ini diperoleh peneliti secara langsung dari: 

NO Responden Nama Jumlah 

1. Ketua PKK Indoroh 1 

2. Sekretaris PKK Muhaiminah 1 

3. Bendahara PKK Hj. Muhallah 1 

4. Pengelola Tabungan Rukiah 

Asifah 

Muzalah 

Tasmiyatun 

4 

5. Anggota Tabungan 

“Nabung Gula” 

Nur janah 

  Muafah 

2 

6. Nasabah yang 

berhutang 

Romlah 

Khulaifah 

 

2 

Tabel 1.1 

Narasumber 
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b. Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara 

tidak langsung dari objeknya, akan tetapi melalui sumber lainnya, 

baik tulisan maupun lisan.19 Sumber data yang berhubungan dengan 

penelitian ini diperoleh dari: 

1. Buku Profil PKK 

2. Buku tabungan 

3. Pembukuan tabungan “Nabung Gula” di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah cara yang digunakan untuk 

pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara 

langsung maupun tidak langsung.20 Kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan.21 

Berkaitan dengan hal ini observasi dilakukan untuk 

menggali informasi secara langsung pada obyek yang akan 

diteliti, selanjutnya akan dipahami sebuah fenomena yang 

terjadi berdasarkan gagasan yang ditemukan saat observasi 

dilakukan. Selanjutnya akan dibuatkan catatan mengenai fakta 

 
19Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 

1288. 
20Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC,2010), 96. 
21Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013),  213. 
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yang berhubungan dengan program Ibu-ibu PKK tentang 

pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bertemunya dua pihak yang saling 

bergantian memberikan informasi ataupun ide dengan sistem 

tanya jawab, sehingga dapat memperoleh pokok atau 

kesimpulan tertentu. Wawancara merupakan aktivitas yang 

melibatkan dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak 

sebagai narasumber dan pihak lainnya sebagai pewawancara. 

Proses wawancara adalah salah satu bagian penting, dalam 

penelitian ini wawancara diperoleh secara langsung baik secara 

bebas maupun struktural dengan pihak pengurus PKK dan 

pengelola yaitu ketua PKK, sekretaris PKK, Bendahara PKK, 

dan Nasabah dari tabungan “Nabung Gula” di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode yang penggunaannya 

untuk mencari informasi dan mendapatkan data yang bisa 

dalam bentuk tulisan, angka, gambar, buku, dokumen, dan arsip, 

yang terdiri dari laporan beserta beberapa keterangan yang 
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dapat mendukung penelitian berjalan dengan baik.22 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini mengenai 

profil  PKK, ruang lingkup dan praktik pengelolaan tabungan 

“Nabung Gula” di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik. 

 

5. Teknik Keabsahan Data (Triangulasi) 

Triagulasi di dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan juga 

berbagai waktu. Di dalam hal ini peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sebagai berikut: 

a. Triangulasi sumber data, peneliti mendapatkan sumber data 

berupa wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat didalamnya 

(Pengurus PKK, Pengelola Dana Tabungan,  Anggota Tabungan, 

Anggota Peminjam) dengan tujuan untuk mendapatkan data atau 

informasi dalam berbagai sumber yang sama sehingga 

memperoleh suatu fakta atau bukti mengenai pandangan-

pandangan dari pihak yang terlibat di dalamnya mengenai 

masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. 

b. Triangulasi teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berasal dari wawancara yang 

kemudian dicek kembali dengan menggunakan dokumentasi 

 
22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta:2015), 329. 
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yang sesuai dengan permasalahan tersebut dalam hal ini berupa 

pembukuan pengelolaan dana tabungan, sehingga menghasilkan 

hasil yang benar sesuai dengan fakta yang ada.23 

6. Teknik pengolahan data 

Pengelolaan data akan dilakukan setelah data terkumpul, 

pengelolaan data dilakukan dengan cara, sebagai berikut: 

a. Editing, merupakan pengoreksian atau pengecekan data yang 

sudah terkumpul. Sebab dapat terjadi data yang masuk (Raw 

Data) atau bisa jadi data yang terkumpul meragukan atau tidak 

logis. Editing juga merupakan bagian penting dalam penelitian 

karena untuk mengoreksi apakah data telah cukup sesuai dan 

relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

b. Organizing, adalah penyusunan atau pengaturan data yang 

diperoleh sedemikian rupa agar memperoleh bahan untuk 

menyusun penelitian skripsi dengan baik. 

c. Analizing, pada proses ini peneliti menganalisis data-data yang 

telah diperoleh dari penelitian dengan tujuan memperoleh 

kesimpulan yang memuat bukti fakta yang ditemukan, setelah 

itu nantinya akan menjadi sebuah jawaban dari rumusan 

masalah. 

 

 

 
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 274. 
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7. Teknik Analisis Data 

Sesudah peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber 

dari data lapangan maupun dari pustaka, kemudian akan dihubungkan 

dengan permasalahan yang akan dianalisis dengan data yang telah 

diperoleh.24 Penelitian ini berfokus dalam menganalisis menggunakan 

metode kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu memaparkan teori 

qarḍ dan riba dalam Islam yang selanjutnya digunakan untuk 

menganalisis praktik pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan 

kepada anggota. 

Dengan ini peneliti memaparkan bagaimana analisis Hukum Islam 

dan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap 

Pengelolaan Dana Tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada 

anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Perencanaan dalam penyusunan skripsi sangat penting dilakukan 

agar skripsi bisa terkendali dengan baik dan sesuai seperti yang 

direncanakan dan diharapkan oleh peneliti. Sehingga peneliti menyusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 Bab pertama, yang berupa pendahuluan yang menjadi awal dan 

sebagai pengantar dari pembahasan selanjutnya. Bab pertama ini memuat 

 
24Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), 126. 
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latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir dalam bab 

pertama ini adalah sistematika pembahasan.  

 Bab kedua, yang berisi pemaparan landasan teori yang membahas 

tentang Wadi’ah dan qarḍ dalam tinjauan hukum Islam, yaitu; pengertian 

qarḍ dan Riba, dasar hukum qarḍ dan Riba, macam-macam qarḍ dan Riba, 

rukun dan syarat qarḍ, suatu hal yang membatalkan qarḍ, dan fatwa DSN-

MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak 

boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga 

bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah. 

 Bab ketiga, yang berisi data hasil penelitian tentang praktik 

pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di 

Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pada hasil 

penelitian yang peneliti memaparkan data, antara lain; profil PKK,  ruang 

lingkup dan praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang 

dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik. 

 Bab empat, yang berisi analisis terhadap praktik pengelolaan 

tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dan ditinjau dari hukum 

Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap Praktik 
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Pengelolaan Tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada Anggota 

di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 

 Bab kelima, yaitu bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat 

tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian yang akan 

menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, sementara 

itu saran merupakan beberapa masukan peneliti yang diberikan dari hasil 

penelitian.  
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BAB II 

QARD DAN RIBA DALAM ISLAM 

A. Deskripsi Dan Konsep 

1. Qarḍ (Hutang Piutang) 

a. Pengertian Qarḍ 

Qarḍ bisa diartikan Qaradhtu Asy-Syai’a Bil-Miqradh yaitu 

“saya memutus sesuatu dengan gunting”.1 Sedangkan menurut 

Rahmat Syafi’i  berpendapat bahwa, qarḍ (utang-piutang) adalah: 

persamaan dengan Al-Qath, maksudnya adalah “suatu potongan 

dari harta orang yang memberikan pinjaman”.2 Potongan dalam 

konteks akad qarḍ adalah potongan harta dari orang yang 

memberikan pinjaman harta bendanya kepada orang yang telah 

menerima hutang (Muqtᾱridh).3 Sedangkan menurut istilah adalah 

memberikan uang atau meminjamkan harta kepada orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan. 

Al-Qarḍ (hutang piutang) diperbolehkan dalam Islam 

dengan dasar hukumnya boleh dan sesuai dengan syariat Islam. Para 

Ulama  tidak berbeda pendapat tentang hukum bolehnya qarḍ 

dalam bermuamalah. Seseorang yang sedang membutuhkan 

diperbolehkan meminjam, dalam hal ini bukanlah sesuatu yang 

 
1Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah  ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 331. 
2Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151. 
3Muhamad Yazid, Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah  (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 

2014), 70. 
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buruk, karena Islam sendiri mengajarkan untuk saling tolong 

menolong, dan orang yang dimintai tolong sangat dianjurkan untuk 

menolong sesama manusia. Dalil yang memuat tentang hal ini 

terdapat dalam Al-Qur’an: surat Al-Baqarah ayat 245.Sedangkan 

dalam literatur fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan Qarḍ,  

diantaranya:4 

1) Berdasarkan pendapat dari Ulama  Syafi’iyah yang dikutip oleh 

Ahmad Wardi Muslich, adalah: 

 الَشَا فِعِيَتُ قاَلُوا : الَْقَرْضُ يطُْلَقُ شَرْ عَا بِعَْنََ الشَيْ ءِ الْمُقْرَضِ 

 

Artinya: “Syafi’iyah berpendapat bahwa Qarḍ (utang-piutang) 

dalam istilah syara’ dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan 

kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).” 

 

2) Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-

Zuhaili, Al-Qarḍ (utang-piutang) adalah suatu harta yang 

dihutangkan kepada seseorang yang suatu saat akan ditagih 

kembali dengan nilai yang sama. Atau bisa dikatakan bahwa 

suatu transaksi memberikan suatu harta yang dimiliki kepada 

orang lain untuk dikembalikan sesuai nilai yang dipinjam. 

3) Berdasarkan pendapat Yazid Afandi  

 
4Akhmad Farroh Hasan , Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer(Teori dan Praktek) 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 60- 61. 
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Al- Qarḍ (utang-piutang) adalah menyerahkan harta benda 

kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, dengan 

pengembalian sesuai waktu yang dikehendaki pihak yang 

meminjamkan. Akad Qarḍ bertujuan untuk meringankan beban 

orang lain. 

4) Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas’adi  

Al-Qarḍ (utang-piutang) adalah menyerahkan suatu harta benda 

kepada orang lain dengan pengembalian dengan nilai yang 

sama. Sedangkan hutang adalah kebalikan definisi piutang, 

yakni menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang 

dengan perjanjian akan membayar atau mengembalikan utang 

tersebut dalam jumlah yang sama pula”. 

 

b. Dasar Hukum Qarḍ 

Dasar hutang piutang termuat di dalam al-Qur’an dan 

Hadis, yang berisi tentang ketentuan dan sunnah Nabi Muhammad 

SAW. Berikut dasar hukum utang-piutang yang bersumber dari al-

Qur’an dan Hadis; 

Dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 245: 

ُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُ  طُ مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللََّّ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لهَُ أَضْعَافاً كَثِيۡةًَۚ  وَاللَّّ

 ﴾ ۲۴۵وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ﴿
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Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada 

Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 

maka Allah melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan 

kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan 

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” 

(Q.S. Al-Baqarah: 245).5 

 

Pada surat al-Baqarah ayat 245 di atas, bahwasanya Allah 

SWT menegaskan seseorang yang memberikan hartanya untuk 

dipinjamkan ke orang lain dengan niat tolong menolong, yang 

artinya orang itu telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan 

Allah SWT. Dalam transaksi muamalah hutang piutang sangat 

dianjurkan kepada semua manusia karena adanya unsur tolong 

menolong sebagai makhluk sosial.  

 

c. Rukun dan Syarat Qarḍ 

Akad al-Qarḍ adalah transaksi yang terjadi antara dua pihak 

yaitu pemilik dana (Muqridh) yang memberikan dananya kepada 

pihak yang meminjam (Muqtᾱrid) yang bertujuan untuk digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan atau aktivitas bermuamalah. Dalam 

peminjaman dana ada mekanisme dalam suatu perjanjian yang 

ditetapkan menurut rukun dan syarat di dalam akad Qarḍ. 

Ketetapan ini berdasarkan para Fuqoha dan Dewan Syari'ah 

 
5Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsir Al-Qur’an, Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah Al 

Qur’an dan terjemahnya  (Jakarta: Komplek Percetakan Al-Qur’an Al Karim, 1971), 60. 
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Nasional MUI tentang sistem peminjaman modal itu sendiri (Al-

Qarḍ).6 

Rukun Qarḍ secara umum, sebagai berikut: 

1) Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)  

2) Shiqhat (ijab qabul)  

3) Harta yang diutangkan7 

Sedangkan Syarat Qarḍ yakni, meliputi: 

1) Adanya Dua pihak yang bertransaksi, yaitu pihak yang 

berhutang (Muqtᾱridh) dan pihak yang memberikan pinjaman 

(Muqridhh), disyaratkan: 

a) Sudah Baligh, merdeka, berakal, dan cakap dalam hukum. 

b) Muqtᾱridh adalah pihak yang mendapatkan hutang dan 

dapat memanfaatkan hartanya yang telah dipinjam dan 

mengembalikan sesuai dengan nilai yang sama. Karena 

dalam hal ini hutang piutang masuk ke dalam akad Qarḍ 

yaitu akad Tabarru’. Dan Muqridh adalah pihak yang 

memberikan hartanya kepada pihak yang berhutang untuk 

memenuhi kebutuhan atau memanfaatkannya, dan harta 

yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri. Menurut 

pendapat dari Ulama  Syafi’iyah Ahliyah (keabsahan atau 

 
6Abdullah Saed, Bank Islam dan Bunga  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), .91. 
7Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah  ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 233. 
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kepantasan) yang terdapat pada akad Qarḍ harus 

berdasarkan kerelaan dan tolong menolong. 

2) Harta yang dihutangkan (Qarḍ) 

a) Harta yang diutangkan merupakan Mal Misliyat yaitu 

harta yang dapat ditakar (Makilat), harta yang dapat 

ditimbang (Mauzunat), harta yang diukur (Zari’yat) harta 

yang dapat dihitung (Addiyat). Ini merupakan pendapat 

Ulama Hanafiyah.  

b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu 

jenis harta Makilat, Mauzunat, Addiyat. Ini merupakan 

pendapat Ulama  Malikiyah, Syai’iyah, Hanabilah. Atas 

dasar ini tidak sah memberikan pinjaman dengan 

mengambil manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat 

mayoritas Fuqoha. 

c) Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak 

sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di 

dalam akad Qarḍ ada Tabarru’. Akad Tabarru’ tidak akan 

sempurna kecuali dengan serah terima (Alqabadh). 

Sesuai dengan kaidah fikih; 

“Tidaklah sempurna akad Tabarru’(pemberian) kecuali 

setelah diserahkan”.  

d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi 

Muqridhh (orang yang mengutangkan).  
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e) Utang itu menjadi tanggung jawab Muqtᾱridh (orang yang 

meminjam). Maksudnya orang yang berhutang harus 

mengembalikan apa yang ia pinjam sesuai dan sama 

nilainya. 

f) Barang itu bernilai harta dan dapat dipergunakan dalam 

Islam(Mal Mutaqawwim). 

g) Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar 

dan sifatnya.  

h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan 

batas waktu.8 

3) Shighat ijab dan Qabul 

Ijab dan kabul akad Qarḍ dapat dikatakan sah dengan 

adanya kedua belah pihak yang bertransaksi dengan suka rela 

tanpa adanya paksaan yang dapat berupa lisan maupun tulisan 

seperti “aku menyerahkan uangku untuk kamu pinjam” atau 

“aku meminjamkanmu uang”atau aku menghutangimu”. 

Bisa juga dengan tulisan maupun isyarat yang sesuai dengan 

adat yang biasa dilakukan. Maka akad Qarḍ dalam 

pelaksanaannya dapat dikatakan sah yang menunjukkan sebuah 

kerelaan antara kedua belah pihak, dan pihak yang berhutang 

 
8Hasan, M.SI., Akhmad Farroh, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan 

Praktek) (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 60-61 
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bisa berkata seperti;“aku berhutang padamu”atau “aku 

menerima pinjaman darimu”. 

 

d. Penambahan pengembalian dalam Qarḍ 

Terdapat dua macam penambahan pengembalian dalam 

Qarḍ, yakni sebagai berikut: 

1) Penambahan pengembalian yang disyaratkan. Dengan 

perjanjian bahwa pengembalian ada tambahan tidak hanya 

hutang pokok saja, seperti ucapan: “aku telah menghutangimu 

Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) maka kamu harus 

mengembalikan Rp. 2200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu 

Rupiah)”demikian ini termasuk ke dalam Riba karena 

penambahan pengembalian disyaratkan di dalam akad.  

2) Penambahan pengembalian hutang diberikan saat membayar 

hutang tanpa syarat, hal ini diperbolehkan karena adanya 

sukarela dari pihak yang berhutang memberikan kelebihan 

tanpa adanya syarat dari pihak yang memberikan hutang, 

tersebut dapat dikatakan hadiah atau bentuk terima kasih 

karena telah dihutangi.9 

Waktu pembayaran atau pelunasan hutang wajib bagi pihak 

yang berhutang melakukan sesuai dengan perjanjian yang telah 

 
9Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin 

Ibrahim, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet-1 (Yogyakarta: Maktabah 

Al-Hanif, 2009), 168-169. 
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disepakati antara kedua belah pihak. Dan pada pelunasan 

pengembalian sesuai dengan nilai uang yang telah dipinjam. Dan 

jika di dalam perjanjian ada kesepakatan ada syarat tambahan 

pengembalian maka tidak diperbolehkan, akan tetapi kalau 

memberi tambahan pengembalian atas kemauan sendiri tanpa 

adanya paksaan, maka diperbolehkan sebagai bentuk terima kasih 

dan kebaikan karena telah memberi pinjaman. Dalam bertransaksi 

hutang piutang tidak ada bedanya antara harta yang dapat 

berpotensi Riba maupun yang bukan termasuk Riba, sesuai dengan 

pendapat dari Imam Nawawi. Menurut pendapat Ibnu Hazm, yakni 

“Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa 

pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat 

pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga 

dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan 

kadar dengan barang yang dipinjamkannya.” 

Para ahli Fikih dan Ulama telah sepakat bahwasanya 

tambahan pengembalian hutang yang disyaratkan di dalam 

perjanjian ditetapkan bahwa hukumnya tidak boleh dalam Islam.  

Penambahan pengembalian baik berupa uang maupun sejenisnya 

tidak diperbolehkan. Karena penambahan pengembalian melanggar 

ketentuan dalam pinjaman, yaitu berlandaskan saling tolong 

menolong. Berkaitan dengan hal ini para Ulama telah sepakat 

bahwa pengembalian dengan tambahan disyaratkan tidak 
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diperbolehkan, kecuali dengan suka rela dari si peminjam, tanpa ada 

syarat dari orang yang meminjamkan.10 

 

e. Pengaplikasian Al-Qarḍ 

1) Pelaksanaan dan Shigat: akad Qarḍ bisa menjadi sah apabila 

dalam pelaksanaannya bahwa obyek akad Qarḍ sesuai dengan 

syara’yaitu uang atau harta benda yang dapat dinilai, dan juga 

syarat lain adanya ijab dan kabul antara pihak yang berhutang 

dan pihak yang meminjami, seperti halnya ijab kabul jual-beli 

dan hibah. Shigat ijab bisa dengan lisan atau lafal Qaraḍ dan 

Salaf (hutang), atau bisa juga dengan lafal yang mengandung 

makna kepemilikan, seperti: saya meminjamkan uangku 

sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan kamu harus 

mengembalikan pada minggu depan.”dalam kata ini 

bermaksud menghutangi bukan diberikan cuma-cuma, dan 

harus diganti di kemudian hari.  

2) Tempat dan waktu pengembalian Qarḍ 

Seluruh Ulama  empat mazhab bersepakat bahwasanya dalam 

pengembalian hutang sebaiknya dilakukan di tempat transaksi 

akad Qarḍ dilakukan. Dan juga diperbolehkan di tempat mana 

saja jika memang lebih fleksibel dan tidak membutuhkan biaya 

kendaraan dan terjamin keamanan. 

 
10Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqh Riba (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 326-332.   
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Begitu juga dengan waktu pengembalian sebagai berikut: 

menurut pendapat para Ulama kecuali Imam Maliki, waktu 

dalam pengembalian hutang bisa kapan saja dengan kehendak 

dari si pemberi pinjaman. Dikarenakan dalam akad Qarḍ tidak 

ada batas waktu, sedangkan menurut pendapat Malikiyah dalam 

waktu pengembalian itu sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan di perjanjian yang ditentukan di awal, karena 

menurut Imam Maliki bahwa Qarḍ memiliki batas waktu atau 

dibatasi dengan waktu. 

3) Harta yang harus dikembalikan  

Konsensus para Ulama ’ menegaskan bahwasanya hukumnya 

wajib untuk pihak peminjam mengembalikan hutangnya sama 

nilainya seperti harta Mithil dengan yang dipinjam dan sama 

bentuknya (pendapat Ulama selain Hanafiyah) jika harta yang 

dipinjam adalah harta Qimiy seperti meminjam sapi, maka 

harus mengembalikan sapi yang ciri-cirinya mirip dengan sapi 

yang dipinjam.11 

 

2. Riba 

a. Pengertian Riba 

Riba secara bahasa berarti tambahan (Ziyadah) atau yang 

berarti tumbuh dan membesar. Dalam arti lain Riba merupakan 

 
11Akhmad Farroh Hasan , Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek) 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 69. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 

 

 

 

melebihkan dan mengambil keuntungan(harta) dari pihak lain 

dalam transaksi jual beli, pertukaran barang, melebihkan 

pengembalian hutang, dan lain sebagainya.  

Riba dalam definisi lain mempunyai arti tumbuh dan 

membesar. Berdasarkan pendapat dari istilah Riba di atas 

bahwasanya melebihkan pengambilan keuntungan yang seharusnya 

bukan haknya, Riba yang mempunyai makna tambahan dari harta 

pokok atau modal secara batil.12Riba menurut pendapat para Ulama 

fiqh, yang digolongkan menjadi 4 pendapat, Imam Syafi’i, Imam 

Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, yaitu sebagai berikut: 

1) Syafi’iyah 

Riba merupakan tambahan imbalan yang tidak diketahui 

takarannya ataupun ukurannya, dan waktu pada transaksi atau 

penundaan masa penyerahan barang yang akan ditukarkan 

kedua belah pihak 

2) Malikiyah 

Riba menurut Ulama  Malikiyah hampir sama dengan pendapat 

Ulama  Syafi’iyah, hanya saja berbeda illat-nya. Menurut Imam 

Maliki illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan 

makanan yang tahan lama. 

3) Hanafiyah 

 
12Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

37.  
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Riba menurut Ulama  Hanafiyah adalah adanya tambahan 

keuntungan tidak disertai dengan adanya tambahnya pada 

takaran timbangan yang membuat salah satu pihak penjual dan 

pembeli rugi dalam tukar menukar. 

4) Hambaliyah 

Riba menurut Ulama  Hanafiyah suatu tambahan keuntungan 

tidak disertai dengan Hambalikah imbalan pada barang tertentu. 

Barang tersebut merupakan yang bisa ditukar atau ditimbang 

dengan jumlah yang berbeda. Dalam transaksi seperti ini 

termasuk ke dalam Riba selama dilakukan dengan tidak 

kontan.13 

 

b. Dasar Hukum Riba 

Dasar hukum Riba terdapat pada al-Qur’an dan hadis, yang 

telah menjelaskan tentang haramnya Riba dan berbagai bentuknya, 

Allah SWT sangat melarang adanya Riba, sebagaimana dalam 

firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ayat 160-161 sebagai 

berikut; 

 
13Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek) 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 12. 
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مٍ   لْ ظُ بِ مْ  فَ هِ دِٰ صَ وَبِ مُْ  لََ لَّتْ  حِ أُ اتٍ  يِٰبَ طَ مْ  هِ يْ لَ عَ ا  نَ رَّمْ حَ وا  ادُ هَ ينَ  الَّذِ نَ  مِ

يۡاً﴿  ثِ يلِ اللَِّّ كَ بِ نْ سَ لَ ٱلنَّاسِ  ﴾ ۱۶۰عَ ا۟ وَقَدْ نُُوُا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوهَ وَأَخْذِهِمُ ٱلرٰبَِ وه

هُمْ عَذَابًًألَيِمًا فِريِنَ مِن ْ  ﴾ ۱۶۱﴿ بٱِلْبهَطِلِۚ  وَأعَْتَدْنََ للِْكهَ

 

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang 

dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak 

menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka 

memakan Riba, Padahal Sesungguhnya mereka sudah dilarang 

daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 

jalan yang batil. Kami sudah menyediakan untuk orang-orang yang 

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. ( QS An-Nisa’: 160-

161).14 

 

Sabda Nabi Muhammad SAW 

 وَثَلاثَِيَْْ زَنْ يَةً دِرْهَمُ ربًًِ يََْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَ عْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةِ  

 

Artinya: “Satu dirham Riba yang dimakan seseorang, dan dia 

mengetahui (bahwa itu adalah: Riba), maka itu lebih berat daripada 

36 kali zina”. (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. 

Syaih Al-Albani dalam Misykatul Mashobih mengatakan bahwa 

hadis ini shahih). 

 

  Dari Firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW 

dapat ditafsirkan bahwasanya Riba sangat dilarang dalam Islam, 

setiap transaksi dapat berpotensi adanya Riba jika tidak berhati-hati. 

Allah mengharamkan Riba karena di dalamnya terdapat kezaliman 

 
14Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsir Al-Qur’an, Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah Al 

Qur’an dan terjemahnya  (Jakarta: Komplek Percetakan Al-Qur’an Al Karim, 1971), 150. 
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yaitu mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang batil, 

disebutkan di dalam hadis nabi Muhammad SAW bahwasanya 

memakan barang Riba lebih berat dari pada berbuat zina 36 kali. 

Dari firman Allah dan juga hadis Islam sangat melarang adanya 

praktik Riba karena sangat merugikan orang lain. praktik Riba sudah 

terjadi sejak zaman jahiliyah sampai sekarang, bahkan sekarang 

praktik Riba dibungkus sedemikian rupa agar tidak terlihat seperti 

praktik Riba. Sebagai umat Islam harus lebih berhati-hati dan 

menjauhi praktik yang memenuhi adanya unsur Riba. 

 

c. Macam-Macam Riba 

Pada umumnya para Ulama  membagi Riba menjadi dua yaitu, 

Riba Qarḍ, dan Riba buyu’.Riba buyu’ sendiri dibagi lagi menjadi 

dua yaitu Riba Nasiah dan Riba Fadhl. Sesuai dengan penjelasan di 

atas, maka pembagian Riba dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Riba Qarḍ (Riba dalam Pinjaman) 

 yaitu Riba yang terjadi dari adanya utang-piutang yakni 

mengambil dari manfaat atau mengambil kelebihan yang telah 

disyaratkan kepada pihak yang meminjam atau penambahan 

pengembalian (bunga). Riba Qarḍ terjadi ketika transaksi utang-

piutang tidak memenuhi syarat atau kriteria keuntungan muncul 

bersama risiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul 

bersama biaya (al-kharraj bidh dhaman). Transaksi seperti ini 
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mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya 

karena berjalannya waktu.15 

Dalam transaksi Riba ini Al-Ghunmu (untung) muncul 

tanpa adanya Al-Ghurmu (risiko), jadi pihak yang meminjamkan 

mendapat kelebihan uangnya, tanpa adanya risiko karena pihak 

yang berhutang harus melunasi hutangnya beserta kelebihan 

tambahan pengembalian.  Dan Al-Kharraj (hasil usaha) muncul 

tanpa adanya dhaman (biaya), jadi pihak pemberi pinjaman 

mendapatkan keuntungan dari tambahan pengembalian tanpa 

adanya modal atau biaya. Padahal di dalam bisnis akan selalu ada 

kemungkinan untung dan rugi.16 

Allah SWT mengharamkan dan melarang praktik Riba, 

karena praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, 

seperti halnya di dalam firman Allah SWT pada surat al-Baqarah 

ayat 280 yang dapat disimpulkan bahwasanya apabila terjadi 

jatuh tempo dalam hutang piutang, sedangkan jika pihak yang 

berhutang dalam keadaan kesulitan sepatutnya pihak yang 

meminjamkan lebih bersabar dan tidak menagihnya selama 

pihak yang berhutang belum mampu untuk melunasinya. Dan 

apabila pihak yang berhutang telah mampu untuk melunasi maka 

 
15Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan edisi ke – 3 (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2014), 37. 
16Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kidah – kaidah Ekonomi Syariah 

Analisis Fikih & Ekonomi (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 6. 
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seharusnya lebih baik mendahulukan melunasi hutangnya, dan 

pihak yang meminjami tidak menambahkan pengembalian dan 

sesuai dengan nilai yang telah dipinjam.17 

Akad Qarḍ (utang-piutang) merupakan transaksi dalam hal 

kebaikan (tabarru’) yaitu saling tolong menolong tanpa 

mengharapkan imbalan. Sedangkan jika mengambil keuntungan 

dari praktik ini, seperti adanya kompensasi maka termasuk ke 

dalam bisnis (Mu’awadhah) maksudnya transaksi yang awalnya 

untuk kebaikan malah menjadi sebuah bisnis.18 

Misalnya; Si A meminjam uang kepada si B sebesar Rp 

5000.000,- (Lima Juta Rupiah) si A memberikan kesepakatan 

bahwasanya nanti si B harus mengembalikan uangnya sebesar 

Rp 5500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ada 

kelebihan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) transaksi 

seperti inilah yang termasuk Riba. 

2) Riba Buyu’(Riba Jual Beli) 

Buyu’berasal dari kata Bai’(البيع) yang artinya jual beli. 

Maka dari itu Riba jual beli dinamakan dengan Riba buyu’ 

karena Riba ini berasal dari jual beli atau pertukaran barang 

Ribawi. 

 
17Saleh al Fauzan, Fiqh Sehari-hari, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2006),  390-391. 
18Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kidah – kaidah Ekonomi Syariah 

Analisis Fikih & Ekonomi(Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 7. 
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Barang-barang Ribawi itu adalah: emas, perak, gandum, 

terigu, kurma, garam.  

Barang Ribawi di atas, berdasarkan hadis Nabi Muhammad 

SAW sebagai berikut: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بًِلذَّهَبِ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ثْلًا بِثِْلٍ وَالْفِضَّةُ بًِلْفِضَّةِ وَالْبُُُّ بًِلْبُُِٰ وَالشَّعِيُۡ بًِلشَّعِيِۡ وَالتَّمْرُ بًِلتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بًِلْمِلْحِ مِ 

تُمْ إِذَا كَانَ يَدًا  سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بيَِدٍ فإَِذَا اخْتَ لَفَتْ هَذِهِ الَْْصْنَافُ فبَِيعُوا كَيْفَ شِئ ْ

 بيَِد 

 

Artinya : "Dari Ubadah bin Shamit berkata bahwa Rasulullah 

SAW bersabda:" Emas dengan emas, perak dengan perak, 

gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, kurma dengan 

kurma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika 

jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai" 

(HR Muslim). 

 

Hadis Nabi Muhammad SAW dari Ubadah bin Shamit di atas 

yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat 6 jenis barang 

Ribawi, dan Ulama mengelompokkannya ke dalam 6 jenis 

barang tersebut sesuai 'Illat' (sebab) keharamannya menjadi 2 

kelompok: 

a) Alat Tukar. 

Di dalam hadis yang memuat tentang barang 

Ribawi, yang termasuk adalah emas dan perak. Para Ulama  
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memutuskan bahwa emas dan perak adalah barang Ribawi 

karena barang yang dipakai sebagai alat tukar yang sah. 

Jadi barang apa pun yang secara sah dipakai sebagai 

alat tukar di suatu negara, maka barang tersebut termasuk 

ke dalam barang Ribawi, yang berpotensi menjadi Riba 

Buyu’. 

 

b) Makanan Pokok dan Tahan Lama 

Pada jenis barang Ribawi ini di golongkan makanan 

pokok, yaitu kurma, gandum, terigu, garam. Pengharaman 

dalam 4 bahan ini dikarenakan barang-barang tersebut ke 

dalam makanan pokok (Iqtiya/Quut) dan juga tahan lama 

(Iddikhor), atau biasa disebut dengan makanan dengan 

istilah (Yuqtaat wa Yuddakhor) yaitu makanan pokok dan 

tahan lama. 

Sesudah memahami macam-macam barang Ribawi yang 

bisa termasuk ke dalam Riba Buyu’ jika melakukan transaksi 

barter. Berikut jenis-jenis Riba Buyu’ antara lain; 

Riba Buyu' terbagi menjadi 2 jenis;  

a) Riba Nasi’ah (penangguhan) 

Yakni Riba jual beli adanya penangguhan penyerahan atau 

penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang 

Ribawi yang lain. Riba Nasi’ah terjadi karena penangguhan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 

 

 

 

penyerahan atau penerimaan yang membuat terjadinya 

perbedaan, perubahan, atau penambahan pada barang yang 

diserahkan saat ini dengan barang yang diserahkan di 

kemudian hari. 

Namun Riba Nasi’ah ini berbeda dengan Riba jahiliyah 

karena Riba Nasiah hanya sebatas Riba dalam jual beli atau 

barter barang Ribawi. Menjadikan Riba Nasi’ah ruang 

lingkupnya menjadi sempit. Yaitu hanya transaksi tukar 

menukar (barter) barang Ribawi yang ditangguhkan atau 

ditunda 

Misalnya; Si A menukar emas 24 karat dengan si B emas 24 

karat, dengan timbangan yang sama. Akan tetapi emas 24 

karat si B baru diserahkan satu minggu lagi setelah transaksi 

dilaksanakan, maka ini termasuk Riba Nasi’ah. Karena harga 

emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. 

b) Riba Fadhl (tambah) 

Yakni Riba jual beli yakni adanya pertukaran barang Ribawi 

yang sejenis yang disertai dengan tambahan baik berupa 

uang ataupun makanan. 

Riba Fadhl dala istilah berasal dari kata al-Fadhl yang 

berarti tambahan dari salah satu jenis barang yang 

dipertukarkan di dalam transaksi. Syariat Islam telah 

menetapkan keharamannya dalam enam hal terhadap barang 
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Ribawi ini, yakni; perak, emas, gandum, kurma, terigu, 

garam. 

Dari 6 jenis barang Ribawi tersebut ditransaksikan secara 

sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram. 

Misalnya; Si A Menukarkan gandum miliknya 12 

kilogram dengan si B yang mempunyai gandum 15 kilogram. 

Tambahan 3 kilogram gandum tersebut tidak ada 

imbalannya, oleh karena itu disebut Riba Fadhl (Riba karena 

kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang 

ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya diperbolehkan 

dan tidak termasuk Riba. Misalnya menukarkan beras biasa 

10 kilogram dengan beras ketan 8 kilogram.19 

 

3. Fatwa DSN-MUI NO.123/DSN-MUI/XI/2018 

Di dalam fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 

terdapat 4 ketentuan yang membahas  tentang penggunaan dana 

yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan 

syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian 

syariah, yang termuat  sebagai berikut:20 

 

 
19Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2015), 265. 
20DSN-MUI, “Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga 

Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah,” dalam 

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/, (diakses pada tanggal 15 Maret 2021, jam 18.15). 
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a. Pertama: Ketentuan Umum 

Ketentuan yang terdapat dalam bagian pertama di fatwa ini 

memuat tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan 

bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS),Lembaga Bisnis Syariah 

(LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), yang disingkat 

menjadi Dana TBDSP, yaitu dana yang didapatkan atau dikuasai 

oleh LKS, LBS, dan LPS yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan 

atau pemasukan bagi lembaga. 

 

b. Kedua: Ketentuan Terkait Dana TBDSP 

Ketentuan yang terdapat dalam bagian kedua di fatwa ini 

memuat tentang asal dari dana TBDSP yaitu transaksi yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, yaitu 

adanya pendapatan bunga atau Riba, transaksi syariah yang tidak 

memenuhi syarat dan ketentuan dan batasannya dari segi Islam, 

dana sanksi atau denda dari tidak terpenuhinya kewajiban yang 

sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan, dana yang tidak 

diketahui siapa pemiliknya, di dalam poin ini juga memuat tentang  

boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak 

diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan 

yang berlaku, dan juga LKS, LBS dan LPS wajib membentuk 

rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP. 
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c. Ketiga: Ketentuan Penggunaan Dana TDBSP 

Ketentuan yang terdapat dalam bagian ketiga di fatwa ini 

memuat tentang penyaluran dana TDBSP yang dapat dialokasikan 

untuk kepentingan umum, atau kemaslahatan umat Islam yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. berikut cara yang dapat 

dilakukan untuk menyalurkan dana TDBSP untuk kepentingan 

umum atau kemaslahatan umat Islam. Dapat disalurkan secara 

langsung dengan cara sebagai berikut: Faqir-miskin, kegiatan 

produktif bagi dhuafa', penanggulangan korban bencana, masjid 

atau musala dan penunjangnya, sarana penunjang lembaga 

pendidikan Islam, beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan 

atau kurang mampu, kegiatan sosial lainnya yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah, pembangunan fasilitas umum 

yang berdampak sosial, sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, 

keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum. 

Dana TDBSP boleh disalurkan langsung oleh pihak langsung 

oleh LKS, LBS dan LPS dan atau melalui lembaga sosial. Dana 

TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS, 

dan LPS antara lain dalam bentuk: Promosi produk maupun iklan 

(branding) perusahaan, pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, 

pembayaran pajak, zakat, dan wakaf, pembayaran atau pelunasan 

tunggakan nasabah atau end-user, kegiatan yang bertentangan 

dengan prinsip syariah. 
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Dalam penyaluran dana TDBSP harus mendapatkan persetujuan 

dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk bisa disetujui dan 

selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif.  

d. Keempat: Ketentuan Penutup 

Ketentuan yang terdapat dalam bagian keempat di fatwa ini 

memuat tentang jika adanya perselisihan antara kedua belah pihak, 

maka penyelesaiannya dengan cara melalui lembaga penyelesaian 

sengketa yang berlandaskan syariah jika terjadinya 

ketidaksepakatan melalui musyawarah atau mediasi.  
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BAB III 

PRAKTIK PENGELOLAAN TABUNGAN “NABUNG GULA” YANG 

DIHUTANGKAN KEPADA ANGGOTA DI DESA RANDUBOTO 

KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK 

 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Profil PKK di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 

a. Latar Belakang Berdirinya PKK 

Program PKK pertama didirikan oleh Ibu H. Rofiah pada 

tahun 1997 berselang 1 tahun lebih program PKK ini tidak aktif 

atau tidak berjalan lagi. Setelah itu pada tahun 1998 program PKK 

dihidupkan lagi oleh Ibu Muhaiminah yang saat itu menjadi Ketua 

PKK kedua dan mendapatkan dana bantuan dari kelurahan sebesar 

Rp 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah). Ketua PKK saat itu 

mengumpulkan orang-orang untuk ikut serta dalam program PKK. 

Setelah itu dana yang didapatkan dari kelurahan dikelola oleh 

pengurus PKK dengan membuat program pinjaman koperasi yaitu 

dipinjamkan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tiap 

anggota dengan angsuran Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) tiap bulan 

dengan jangka waktu pengembalian 11 bulan, yakni dengan bunga 

10%. 

Program PKK semakin berkembang dari tahun 1998 sampai 

dengan sekarang tahun 2021 yakni sudah berjalan selama 23 

tahun. Program PKK mendapatkan hasil yang cukup banyak, 
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terbukti bahwa sekarang bisa peminjaman koperasi paling sedikit 

Rp 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 

5000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan sekarang dalam kurun waktu 

10 tahun terakhir bunga pinjaman koperasi turun menjadi 0,5% 

yakni turun dari tahun 2011 sampai sekarang. 

Pada Tahun 2011 juga diadakan tabungan gula yakni dana 

tabungan yang dapat diambil saat bulan Ramadhan dan bulan Idul 

fitri, dan dana tabungan inilah yang dikelola dengan cara 

dihutangkan ke anggota dengan bunga 1% perminggu dengan 

jangka waktu 1 tahun. Dengan cara dikembangkan dana tabungan 

dan dana koperasi PKK sekarang kas yang dimiliki oleh PKK 

ditaksir mencapai Rp 285.000.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh 

Lima Juta Rupiah). Dan Ketua PKK saat ini di pegang oleh ibu H. 

Muhalah sejak tahun 2017, program PKK telah dikembangkan 

bukan hanya koperasi dan tabungan gula, namun juga ada arisan 

tiap minggu dan penyewaan alat perlengkapan hajatan. Program 

PKK juga memiliki beberapa kegiatan seperti turut ikut serta 

dalam perayaan, salah satunya perayaan Kemerdekaan Indonesia , 

dan santunan untuk anak yatim dan orang yang tidak mampu.1 

 

 
1Muhaiminah, Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
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b. Tujuan didirikan PKK di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik 

Pada lembaga maupun perusahaan pasti memiliki tujuan dan 

kepentingan yang diinginkan terwujud, agar bisa mewujudkan 

tujuan dan kepentingan maka dibutuhkan untuk anggota atau 

elemen di dalamnya bekerja dengan baik. Berikut visi dan misi 

dari PKK di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten 

Gresik ; 

1) Visi : tercapainya keluarga yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT, berahlakul karimah, sejahtera, maju, 

mandiri, menjaga lingkungan dan kesadaran akan hukum. 

2) Misi: 

a) Memajukan pendidikan, mengasah keterampilan, 

meningkatkan kerja sama atau gotong royong,  

b) Menjaga tingkat kesehatan jasmani maupun rohani, 

menjaga kelestarian lingkungan, merencanakan program 

keluarga sejahtera dengan membiasakan perencanaan 

ekonomi. 

c) Mengembangkan pengelolaan program PKK, dalam 

kegiatan pengorganisasian ataupun program lain yang 

ada di masyarakat. 
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c. Struktur Organisasi PKK di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

Kabupaten Gresik 

Struktur dalam suatu organisasi sangatlah penting, agar 

pelaksanaan dalam pembagian tugas berjalan secara lancar sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan. Koordinasi 

yang baik dan terarah antar anggota dalam internal organisasi 

dapat menciptakan struktur organisasi berjalan dengan sangat 

baik. Setiap individu yang termasuk di dalam anggota internal 

organisasi harus mampu mengerti dan menjalankan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang mereka 

dapatkan. 

 

Bagan 1.1 

Struktur Organisasi PKK 

 

Ketua PKK

Bendahara

Pengelola 
Tabungan

anggota 
tabungan

anggota yang 
meminjam

arisan koperasi

Sekretaris
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d. Produk PKK 

Produk yang dikelola oleh PKK di Desa Randuboto Kecamatan 

Sidayu merupakan produk yang digagas oleh ibu-ibu PKK yang 

menerapkan etika bisnis dan keadilan, yaitu setiap anggota disama 

ratakan tidak dibedakan sesuai dengan peraturan yang telah 

disepakati, dan menjalankan setiap hak dan kewajiban masing-

masing. Produk di PPK ini berhak dikelola oleh pengurus PKK 

termasuk dananya yang dapat dikembangkan dan mengambil 

keuntungannya, dari keuntungannya ini dapat disalurkan ke 

anggota dan berbagai kegiatan lainnya. 

Beberapa program yang ada di PKK di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu, sebagai berikut: 

1) Pembukaan Tabungan 

Program pembukaan tabungan adalah simpanan uang 

anggota yang wajib dibayar oleh anggota kepada pengurus 

PKK atau pengelola dana tabungan sesuai dengan jumlah 

nominal sesuai kesepakatan awal penabung dan dana 

tabungan ini dapat di rupakan gula atau uang sesuai dengan 

keinginan penabung, pengambilan dana tabungan ini bisa 

diambil mendekati hari raya Idul fitri. Anggota program 

tabungan ini terbilang cukup banyak hingga masyarakat di 

luar Desa Randuboto juga banyak yang ikut menabung di 

program tabungan“Nabung Gula”karena ada tambahan 
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bonus yaitu 10% dari hasil tabungan yang telah dijanjikan 

di awal akad. 

Sepeti yang telah dijelaskan di atas, pemberian 

bonus inilah yang menarik masyarakat untuk menabung di 

program PKK ini, program tabungan ini diminati 

masyarakat bukan hanya karena bonus, tapi juga karena 

pengambilan uangnya bisa memilih diambil waktu bulan 

ramadhan atau pada hari raya Idul fitri yang bisa digunakan 

untuk kebutuhan mereka.  

Tabungan PKK di Desa Randuboto Kecamatan 

Sidayu dilakukan penarikan selama satu minggu sekali 

oleh pengurus PKK, dalam penarikan uang tabungan yang 

diambil pada bulan Ramadhan penarikan dilakukan hari 

senin dan Idul fitri penarikan dilakukan  hari kamis tiap 

minggu oleh pengurus masing-masing, jadi jika si A 

menabung dan memilih untuk mengambil uang tabungan 

di bulan Ramadhan maka penarikan dilakukan oleh 

pengurus yang ditugaskan menarik uang tabungan yang 

diambil pada bulan Ramadhan.2 

 

2) Pinjaman dana tabungan 

 
2Muhaiminah,  Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
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Program pinjaman ini merupakan program yang paling 

banyak anggotanya, program pinjaman ini merupakan 

pengelolaan dana tabungan yang dipinjamkan ke anggota. 

Apabila anggota ingin meminjam uang maka wajib ikut 

menabung di program PKK yaitu Pembukaan tabungan 

“Nabung Gula” dan pinjaman ini dikenakan bunga 1% 

perminggu dengan jangka satu tahun waktu pengembalian. 

Dalam peminjaman anggota akan diberikan kartu, jadi ada 

bukti pembukuan. 

Syarat peminjaman terbilang cukup mudah yaitu :3 

a. Dewasa/baligh (sudah bekerja atau mempunyai usaha). 

b. Sehat jasmani dan rohani. 

c. Warga Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

d. Ikut serta dalam program tabungan gula 

3) Arisan mingguan 

Arisan di PKK di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

sama halnya dengan arisan di desa lain, yaitu pengumpulan 

uang dari setiap anggota PKK yang telah mendaftar yaitu 

membayar uang dengan jumlah Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu 

Rupiah) tiap hari minggu, kemudian tiap anggota akan 

 
3Indiroh,  Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
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menerima uangnya secara bergilir dengan cara diundi tiap 

minggu. 

4) Pinjaman koperasi  

Program pinjaman koperasi PKK adalah pinjaman dana 

untuk anggota PKK, dana koperasi ini berasal dari kas 

PKK sendiri, dalam program ini peminjaman koperasi 

PKK dibagi menjadi 3, yaitu koperasi jangka pendek yaitu 

jangka waktu 12 minggu, koperasi biasa yaitu 25 minggu, 

dan koperasi jangka panjang yaitu 51 minggu. Peminjaman 

dana koperasi ini maksimal Rp 5.000.000.- (Lima Juta 

Rupiah). 

5) Penyewaan alat keperluan hajatan 

Program penyewaan alat keperluan hajatan di PKK ini 

cukup lengkap, di antaranya ada terop, perlengkapan 

masak, kursi tamu, pelaminan, dan salon. Harganya pun 

cukup murah dibanding dengan penyewaan di toko lain. 

Bisa dibilang cukup laris di desa maupun luar.4 

 

B. Implementasi Pengelolaan Dana Tabungan “Nabung Gula” Di Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu 

Proses pengelolaan dana tabungan di PKK Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu merupakan termasuk akad Al-Qarḍ, yang 

 
4Muhaiminah, Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
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dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan telah di sepakati 

bersama.  

Program tabungan dan peminjaman di PKK RT 01 RW 04 Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu prosesnya sangat mudah dan cepat, 

berikut syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota tabungan “Gula

”di PKK Desa Randuboto: 

1. Syarat dan ketentuan menjadi anggota tabungan “gula”PKK di 

Desa Randuboto:5 

a. Dewasa atau baligh (sudah bekerja atau mempunyai usaha). 

b. Sehat jasmani dan rohani. 

c. Mendaftarkan diri kepada pengurus PKK yaitu Bendahara 

PKK. 

d. Memenuhi semua persyaratan dan bersedia menaati 

peraturan yang telah ditetapkan.  

e. Jangka waktu menabung selama 50 minggu. 

f. Boleh memilih diambil pada bulan Ramadhan atau hari raya 

Idul fitri. 

g. Boleh masyarakat desa maupun luar. 

Seperti yang dijelaskan oleh ibu H. Muhalah di atas bahwasanya 

pendaftaran untuk menabung di PKK di Desa Randuboto sangatlah 

mudah dan cukup hanya melakukan perjanjian dengan pengurus dan 

 
5H. Muhallah, Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
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memenuhi syarat yang telah ditentukan. Menabung di PKK ini anggota 

dibebaskan memilih berapa jumlah uang yang ditabungkan. Misalnya 

Ibu Muafah memilih menabung dengan jumlah Rp 20.000,- (Dua Puluh 

Ribu Rupiah)  maka setiap minggu harus menabung Rp 20.000,- (Dua 

Puluh Ribu Rupiah) dan bisa memilih hari senin atau kamis untuk 

menabung setiap minggu. Dan dana tabungan ini bisa diambil pada 

bulan Ramadhan dan menjelang Idul fitri dan boleh memilih untuk 

dirupakan gula atau uang.  

Susunan pengurus di program PKK ini dikelola oleh 8 (delapan 

pengurus) yang dibagi beberapa tugas, antara lain: 

No. Nama Jabatan 

1 H. Muhalah Ketua PKK 

2 Indiroh Sekretaris 

3 Muhaiminah Bendahara 

4. Muhaiminah/Indiroh Pengurus Koperasi 

5. Sholihah Pengurus Arisan 

6.  Sifah/Tasmiyatun Pengurus Penghimpunan Dana 

Tabungan 

7. Muzalah/Rukiah Pengurus Pengelola Dana 

Tabungan (yang dihutangkan 

kepada anggota) 

Tabel 1.2 

Pengurus PKK 
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Pengelolaan dana tabungan di PKK RT 01 RW 4 Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu dikelola oleh 4 pengurus PKK dan harus 

laporan kepada bendahara tiap minggu, 4 pengurus ini memiliki 

tanggung jawab masing-masing. 2 pengurus sebagai penarik uang 

tabungan dan 2 pengurus sebagai pengelola dana tabungan, Penarikan 

tabungan ini langsung ditarik di rumah masing-masing anggota yang 

menabung.6 

Tabungan PKK di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu dilakukan 

penarikan selama satu minggu sekali oleh pengurus PKK, dalam 

tabungan ini diberikan bonus 10% kepada penabung setiap akhir 

penutupan tabungan, bonus ini diperoleh dari pengelolaan dana 

tabungan yang dihutangkan kepada anggota lain.  

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Muafa yang merasa 

sangat terbantu sekali dengan adanya program PKK tabungan gula ini 

karena bisa mempunyai bekal untuk hari raya, seperti kebutuhan 

membeli baju baru untuk anak, makanan ringan, kue kering, dan juga 

oleh-oleh untuk keluarga, Ibu Muafa merasa dimudahkan dengan 

adanya program tabungan di PKK. Terlebih lagi ada bonus 10% dari 

hasil tabungan.7 

Sepeti yang telah dijelaskan di atas, pemberian bonus inilah yang 

menarik masyarakat untuk menabung di program PPK ini, program 

 
6Rukiah, Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
7Muafah, Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
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tabungan ini diminati masyarakat bukan hanya karena bonus, tapi juga 

karena pengambilan uangnya mendekati hari raya dan bisa digunakan 

untuk kebutuhan mereka. Namun dibalik program pengelolaan dana 

tabungan ini yang mendapatkan keuntungan yang cukup besar, ada 

banyak juga masalah yang terjadi akibat dari pengambilan keuntungan 

dari pinjaman dana tabungan kepada anggota, karena peminjaman uang 

ke anggota di kenakan bunga 1% perminggu, bunga 1% perminggu ini 

dinilai cukup besar. 

2. Setiap Anggota yang ingin berhutang harus memenuhi syarat yang 

telah ditetapkan yaitu; 

a) Dewasa/baligh (sudah bekerja atau mempunyai usaha). 

b) Sehat jasmani dan rohani. 

c) Warga Desa Randuboto Sidayu 

d) Ikut serta dalam program tabungan gula 

3. Tata cara hutang piutang di program PKK 

a) Setiap para anggota yang hendak berhutang, langsung 

menemui ketua PKK atau pengurus PKK di kediaman Ketua 

PKK pada hari minggu.  

b) Menyampaikan maksud dan tujuannya kepada ketua PKK 

pada hari minggu saat perkumpulan pengurus, misalnya: “

bu, saya ada keperluan yaitu meminjam uang dari dana 

tabungan “gula” sebesar Rp 12.000.000,-(Dua Belas Juta 

Rupiah).” 
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c) Membicarakan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati 

oleh kedua belah pihak yaitu antara ketua PKK (Ibu H. 

Muhalah) atau anggota pengurus PKK dengan anggota yang 

hendak berhutang. Kedua belah pihak harus memahami 

betul hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi 

adanya kesalahpahaman antar kedua belah pihak.  

Kesepakatan ini termuat beberapa aturan, yaitu: 

1) Batas peminjaman uang maksimal 50 juta dalam 

setahun. 

2) Dikenakan bunga 1% perminggu. 

3) Bunga akan tetap berjalan selagi masih belum 

dilunasi hutannya. 

4) Bunga 1% perminggu dari jumlah hutang yang 

belum dilunasi, misalnya hutang Rp. 10.000.000,- 

(Sepuluh Juta Rupiah) setelah itu sudah melunasi 

Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), maka wajib 

membayar bunga 1% perminggu dari sisa hutang 

yang telah dibayar yaitu 1% dari Rp 5000.000,- 

(Lima Juta Rupiah) begitu seterusnya.   

5) Pihak yang berhutang akan diberikan buku khusus 

yaitu buku untuk pegangan anggota yang berhutang. 
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6) Pengurus juga akan mencatat di buku hutang 

piutang, yang di tanda tangani oleh pengurus dan 

pihak yang berhutang. 

“Proses peminjaman di program PKK ini sangat membantu 

karena prosesnya sangat cepat dan mudah, jadi kalau butuh dana tidak 

terlalu rumit, kadang butuh buat biaya anak sekolah atau buat modal 

usaha sangat cepat, dan juga pinjamnya di desa sendiri jadi mudah juga 

untuk membayarnya.8 

4. Tata cara Pengembalian Hutang Piutang 

a) Pengembalian hutang piutang dapat dilakukan secara 

mencicil setiap minggu oleh para anggota yang berhutang 

membayar kepada pengurus pengelolaan dana tabungan (Ibu 

Rukiah atau Ibu Muzalah) di kediaman ketua PKK pada haru 

minggu atau di kediaman pengurus pengelola dana 

tabungan. Ketentuan cicilan rata-rata dilakukan dalam 

jangka waktu satu tahun. 

b) Setiap minggu harus membayar kas tiap cicilan pembayaran 

hutang, walaupun tidak membayar cicilan harus tetap 

membayar kasnya 1% dari jumlah hutangnya,  jadi 

membayar kas 1% perminggu dari jumlah hutang yang 

belum dibayar, akan semakin sering mengangsur maka kas 

 
8Asfiyah, Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
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yang dibayar akan semakin sedikit. pembayaran kas itu 

diambil untuk mengembangkan dana tabungan agar bisa 

dikelola lagi oleh pengurus.  

c) Setelah para anggota yang meminjam sejumlah uang 

tersebut sudah melunasi hutang piutangnya, dana kas yang 

diperoleh biasanya di kembangkan dan dibagi untuk anggota 

tabungan, pembagian sembako untuk semua anggota, 

santunan, dll. 

“Peminjaman di PPK Desa ini sangat mudah dan cepat bahkan 

nominal peminjaman bisa mencapai puluhan juta tiap orang, tapi bunga 

atau kas yang menurut saya terlalu tinggi 1% perminggu, jadi kalau 

saya tidak bisa melunasi maka kas akan tetap terus dikenakan sampai 

saya bisa melunasinya.”9 

Dari hasil wawancara yang termuat di atas, penambahan 

pembayaran utang-piutang tersebut adalah atas kesepakatan kedua 

belah pihak yang bersangkutan, di mana praktik tersebut masih 

berlanjut hingga saat, ada sekitar 40 orang yang berhutang sampai saat 

ini. 

Dari pengelolaan dana tabungan yang di pinjamkan ke anggota lain 

ini timbul berbagai masalah, terutamanya para anggota yang meminjam 

tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam tepat waktu 

 
9Romlah, Hasil Wawancara, Gresik, 20 Juni  2021. 
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sehingga anggota yang menabung tidak  mendapatkan uangnya pada 

waktu yang telah disepakati bersama. Jumlah orang yang menabung di 

program PKK ini terbilang cukup banyak yaitu 140 orang, dengan 

jumlah nominal menabung yang berbeda-beda. 

Sehingga pihak yang menabung tidak bisa mendapatkan uangnya 

tepat waktu merasa rugi dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, 

bunga yang tinggi inilah yang menjadi penyebab masalah yang timbul 

dari anggota yang merasa berat dengan bunga 1% perminggu, penabung 

yang tidak bisa mendapatkan tabungannya tepat waktu, terlebih lagi 

memang dasarnya bunga tidak diperbolehkan dalam Islam walaupun 

dengan alasan apa pun, pengelolaan dana seperti inilah yang tidak 

diakui sebagai pendapatan syariah, yang termuat dalam Fatwa DSN-

MUI No. 123 Tentang Dana yang Tidak Bisa Diakui Sebagai 

Pendapatan Syariah. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Buku Hutang yang dipegang peminjam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

68 

 

BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 123/ TERHADAP 

PENGELOLAAN DANA TABUNGAN YANG DIHUTANGKAN KEPADA 

ANGGOTA DI DESARANDUBOTOSIDAYUGRESIK 

 

A. Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Tabungan Yang Dihutangkan 

Kepada anggota Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu 

 

Salah satu sikap tolong menolong sesama adalah pinjam-

meminjam. Para pihak dalam melakukan akad tersebut sepakat bahwa 

salah satu pihak akan memberikan bantuan untuk pihak lainnya dengan 

asas dan sifat tolong-menolong. Pada dasarnya pinjam-meminjam adalah 

suatu perbuatan yang dapat menolong orang lain dalam kesusahan, dan 

sebaiknya tidak mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Akan 

tetapi dalam lembaga keuangan sekarang banyak yang kita dapatkan sistem 

konvensional yaitu praktik bunga yang diterapkan, ada juga lembaga 

keuangan yang berbasis syari'ah menerapkan akad-akad sesuai dengan 

hukum Islam.   

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti membahas tentang sistem 

praktik yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank salah satunya 

yaitu  program PKK Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten 

Gresik. Berdirinya PKK adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para 

anggota. Bertujuan agar masyarakat dapat meminjamkan dana yang 

disalurkan melalui pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan untuk 
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menjaminkan kehidupan yang lebih layak. Karena dalam kehidupan sehari-

hari begitu banyak yang dibutuhkan baik itu kebutuhan primer, sekunder, 

maupun tersier. Agar seseorang dapat memenuhi tersebut mereka. 

Berdasarkan praktik transaksi yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak yaitu pihak yang berhutang (Muqtᾱridh) dan pihak pemberi hutang 

(Muqridh). Transaksi ini menggunakan akad Qarḍ, akad Qarḍ sendiri 

memiliki arti yaitu akad hutang piutang yang berlandaskan tolong 

menolong tanpa adanya unsur lain. transaksi hutang piutang ini terjadi di 

Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak yang sudah berlangsung selama 11 tahun. 

Hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam istilah muamalah disebut 

dengan Qarḍ. Sebagaimana pengertian hutang piutang adalah pemberian 

harta kepada orang lain yang harus dikembalikan sesuai dengan nilai 

hutang yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa 

mengharap imbalan. 

 Transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Randuboto Sidayu 

Gresik dalam istilah muamalah disebut dengan akad “Qarḍ” yaitu adanya 

dua pihak pemberi hutang dan yang menerima hutang, di dalam transaksi 

ini penerima hutang harus mengembalikan hutangnya berdasarkan waktu 

dan dengan nilai yang sama tanpa adanya imbalan. Namun, pada 

kenyataannya transaksi yang terjadi di PKK Desa Randuboto Kecamatan 

Sidayu menerapkan bunga atau kas sebesar 1% perminggu yang dinilai 
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cukup memberatkan anggota yang berhutang, walau sudah ada 

kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Jika seseorang meminjam dana kepada pihak lain agar 

mengembalikan dengan jumlah yang sama juga tanpa adanya imbalan atau 

mengambil keuntungan dari pinjaman seseorang yang sering kita ketahui 

sebagai bunga. Bunga yang diperoleh dari pinjaman tersebut jika dilihat 

secara hukum Islam adalah riba, dan riba adalah sesuatu yang dilarang oleh 

agama. Bunga yang dimaksudkan di atas adalah salah satu perbuatan riba, 

yang mana membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan 

kepada orang lain. Jika ditinjau secara hukum Islam dalam bentuk Qarḍ, 

maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari peminjaman 

tersebut.   

Transaksi hutang piutang ini terjadi di kediaman Ketua PKK yaitu 

H. Muhallah pada hari minggu waktu semua pengurus PKK berkumpul atau 

di kediaman pengurus pengelola dana tabungan yaitu ibu rukiah dan ibu 

Muzalah, dengan cara menyampaikan maksud dan memenuhi syarat dan 

ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan-ketentuan yang berlaku menjadi kesepakatan bersama 

untuk semua anggota PKK, agar tidak adanya kesalahpahaman antar 

anggota, ketentuan yang telah berlaku sudah disetujui oleh semua anggota, 

agar di kemudian hari tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 

Ketentuan-ketentuan ini pun semua anggota turut ikut serta dalam 

pembuatannya mengenai syarat dan ketentuan menabung dan berhutang. 
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Setelah pihak yang berhutang menjelaskan maksudnya kepada 

ketua PKK atau pengelola dana tabungan, maka setelah itu pengurus PKK 

akan menjelaskan ketentuan dan syarat yang harus dilakukan. Jika sudah 

terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka terjadilah ijab dan kabul 

menggunakan akad qarḍ. Ijab kabul di sini biasanya dengan kata-kata atau 

tertulis bukti bahwasanya pihak PKK telah meminjamkan dana tabungan 

kepada pihak anggota yang berhutang. 

Ketua PKK menyetujui permohonan anggota PKK, atas 

rekomendasi ketua maka bendahara memberikan pinjaman sesuai dengan 

pengajuan peminjam. Apabila terjadi penolakan maka tidak diberi 

pinjaman oleh ketua. Penolakan terhadap pengajuan pinjaman biasanya 

didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Kredibilitas peminjam disangsikan.  

2. Alasan peminjam kurang tepat. 

3. Peminjam pernah memiliki angsuran yang dulunya tidak 

disiplin dalam pembayaran. 

4. Anggota masih memiliki pinjaman di PKK 

Bagi peminjam yang permohonannya dikabulkan maka akan dibuat 

kesepakatan antara pengurus dan calon peminjam. Kesepakatan tersebut 

menyatakan bahwa calon peminjam bertanggung jawab atas angsurannya. 

Untuk sistem pengangsuran disesuaikan dengan  jumlah  uang  yang dia 

pinjam dengan bunga 1% perminggu. 
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Hak dan Kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman Setiap sebuah 

perjanjian di dalamnya terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak baik 

pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Ada tanggung jawab dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hak pihak yang meminjam   

a) Berhak menerima uang yang dipinjamkan sesuai dengan 

jumlah yang telah disepakati pada perjanjian yang dibuat 

oleh kedua belah pihak.  

b) Menerima uang dengan tidak adanya pengurangan atau 

jumlah uang. 

2. Kewajiban pihak yang meminjam 

a) Mengembalikan pinjaman yang telah ia pinjam dengan 

jumlah yang sama. 

b) Mengembalikan pinjaman uang dengan waktu yang telah 

ditentukan atau telah jatuh tempo pengembalian.  

c) Membayar bunga seperti yang telah dijanjikan. 

d) Membayar pinjaman sesuai dengan isi perjanjian yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak.   

3. Hak pihak yang memberi pinjaman  

a) Menerima uang pinjaman dengan tepat waktu. 
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b) Menerima uang pinjaman dengan jumlah yang sama tidak 

adanya pengurangan atau kelebihan sesuai dengan isi 

perjanjian.    

4. Kewajiban pihak yang memberi pinjaman 

a) Seorang muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa 

bunga dilarang dalam Islam. Maka ia harus membantu 

saudaranya dengan meminjamkannya. Pemberi pinjaman sama 

sekali tidak boleh memungut bunga. Dan tidak pula boleh 

mengharapkan hadiah apa pun dari debitur. 

b) Peminjaman hendaklah diberikan kepada yang benar-benar 

memerlukan dan bukan untuk tujuan kemewahan dan belanja 

berlebihan. 

c) Jika seseorang kreditur meminjamkan uang kepada seseorang 

hendaklah ia membuat kontrak tertulis dengan menetapkan 

syarat dan ketentuan pinjaman itu serta jatuh temponya. 

Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua 

orang saksi. Menurut sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, 

seseorang yang meminjamkan uang tanpa dokumen atau bukti 

tidak akan ditolong oleh Allah jika ia meminta tolong ketika 

utang itu tidak terbayar.   
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d) Kreditur harus cukup dermawan dalam memberikan 

perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan 

tak dapat memenuhi kewajibannya.1 

e) Jika debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya, maka 

kreditur dianjurkan untung mengurangi jumlah piutangnya.    

f) Jika kreditur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara 

penuh, maka kreditur hendaklah menerima pembayaran  dengan 

cicilan. Jika harta debitur dijual dan hasil penjualan itu tidak 

mencukupi jumlah utangnya, maka kreditur harus menerima 

hasil penjualan ini saja dan membebaskan sisanya.   

g) Seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan teguran kepada 

debitur yang mampu tetapi enggan untuk membayar utangnya.   

h) Jika debitur telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan 

kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil 

keuntungan dari jaminan itu karena, menurut Fuqoha, itu sama 

dengan Riba. Ia boleh memakainya asal menanggung biayanya. 

i) Kreditur wajib menyerahkan uang yang akan dipinjamkan oleh 

debitur sesuai dengan isi perjanjian tidak adanya pengurangan 

dan kelebihan. 

 
1Chaudhry, Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2012), 

249-251. 
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j) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. 

Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak 

dapat diminta kembali oleh kreditur. 

k) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka 

waktu, dan kreditur berhak menuntut pengembalian utang.  

l) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan 

mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur 

juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, 

hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan 

menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH 

Perdata).   

Praktik ijab dan kabul yang terjadi seperti itu tidak bertentangan 

dengan hukum syara’ dikarenakan ijab dan kabul sendiri memiliki beberapa 

cara yaitu melalui ucapan, tulisan, isyarat maupun sesuai dengan adat yang 

biasa terjadi. Jadi ijab dan kabul yang terjadi di transaksi hutang piutang 

antara pengelola dana tabungan dengan anggota yang berhutang bisa 

dikatakan ijab dan kabul yang sah karena secara tertulis dan sesuai dengan 

kebiasaan yang mereka lakukan ketika bertransaksi.   

Setiap anggota yang berhutang diberikan buku pegangan agar tahu 

perkembangan cicilan tiap minggunya, dan setiap melakukan kesepakatan 

pengurus pengelola dana tabungan selalu mencatat dan menuliskan 

perjanjian utang di buku khusus hutang piutang dana tabungan. 
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Buku hutang piutang dana tabungan yang dipegang  anggota yang 

meminjam berisi waktu tanggal bulan tahun peminjaman dan pelunasan, 

jumlah pinjaman dan angsuran, kas, dan tanda tangan pengurus pengelola 

dana tabungan.  

Berdasarkan keterangan yang sudah di paparkan oleh peneliti di 

atas, bahwasanya transaksi praktik pengelolaan dana tabungan di program 

PKK Desa Randuboto Sidayu Gresik sudah benar, namun penetapan bunga 

atau kas terlalu tinggi yaitu 1% perminggu dinilai memberatkan, karena 

pada dasarnya akad Qarḍ adalah tolong menolong tidak mengharapkan 

suatu imbalan. 

 

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No. 123/Terhadap Praktik 

Pengelolaan Dana Tabungan Yang Dihutangkan Kepada anggota Di Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu 

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dalam 

transaksi meminjamkan dana tabungan di program PKK Desa Randuboto 

Kecamatan Sidayu menggunakan akad Qarḍ, yang dilakukan antara 

anggota yang meminjam dengan pengurus pengelola dana tabungan, di 

mana transaksi ini memiliki beberapa ketentuan dan syarat, salah satunya 

pengembalian uang yang telah dipinjamkan ada tambahan kas atau bunga.  

Skripsi ini menjelaskan tentang bunga yang diperoleh akan menjadi 

masalah jika ditinjau dari konsep Qarḍ tentang peminjaman yang 

mengambil keuntungan dari pinjaman pokok. Karena sesuatu yang 

dilebihkan baik secara sengaja atau tidak itu yang dikatakan bunga, dan 

semua jenis bunga adalah riba. 
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Dengan demikian, pengharaman bunga sudah ditetapkan oleh al-

Qur'an, Sunnah, dan Ijma para sahabat. Perkataan Kullu qarḍhin Jarra 

Naf'an Fahuwa Ribā (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu 

adalah riba) bukan merupakan hadis adalah perkataan yang benar, banyak 

dari para sahabat yang meriwayatkan pernyataan ini dengan larangan yang 

mengambil manfaat darinya. Karena larangan mereka ini adalah 

berdasarkan sunnah, yaitu bahwa Nabi melarang melakukan pinjaman dan 

jual-beli (dalam satu akad). Orang-orang yang membolehkan bunga bank 

juga berpendapat bahwasanya bank adalah kebutuhan penting dalam 

menjalankan ekonomi pada masa modern.  

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas-

jelas Allah melarang berbagai macam bentuk riba, baik itu diambil sedikit 

maupun banyak. Karena riba yang diambil akan menzalimi orang lain 

apabila dengan unsur pemaksaan tanpa ridha. Karena dalam transaksi yang 

ada ribanya akan banyak mengalami yang mananya kerugian, sebagaimana 

dijelaskan riba adalah kelebihan yang diambil keuntungan atas suatu 

transaksi baik itu sedikit maupun banyak, dengan kata lain akan ada pihak 

yang dirugikan dan ada pihak yang akan mendatangkan keuntungan. 

Dengan penjelasan ini dapat kita lihat tidaknya terjadi keseimbangan 

dalam transaksi apabila melibatkan bunga. 

Qarḍ sering dipakai di lembaga-lembaga keuangan baik itu bank 

maupun non-bank. Penerapan sistem Qarḍ adalah dalam bentuk tolong 
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menolong yang dilakukan tanpa imbalan. Jadi PKK yang menyalurkan dana 

dalam bentuk bunga atau berbasis Konvensional ini akan ketidaksesuaian 

dalam praktik Qarḍ, penerapan praktik yang terjadi justru melibatkan 

tambahan nilai (bunga). 

Bisa dikatakan sebagai akad Qarḍ karena praktik transaksi hutang 

piutang ini lebih condong ke akad hutang piutang yaitu Qarḍ karena 

biasanya anggota yang meminjam menyampaikan maksudnya dengan kata-

kata “bu, saya mau meminjam dana tabungan sejumlah...” kepada pengurus 

pengelola dana tabungan. Jika transaksi ini masuk ke dalam akad Qarḍ, 

maka perlu mengetahui dahulu apa saja rukun dan syarat Qarḍ dari 

transaksi hutang piutang. Berikut rukun akad qarḍ yaitu: 

1. Aqid (orang yang berutang dan berpiutang) 

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad yaitu 

Muqridh dan Muqtᾱridh, keberadaannya sangat penting sebab 

tidak dapat dikatakan sah apabila tidak ada Muqridh dan 

muqtᾱridh. Yaitu seperti anggota yang berhutang sebagai 

Muqridh dan pengelola dana tabungan yang meminjamkan 

sebagai muqtᾱridhh. 

2. Obyek Utang  

obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 
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a) Benda bernilai yaitu uang dari pengelolaan dana tabungan 

yang dihutangkan kepada anggota. 

b) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang yaitu 

diterimanya pinjaman uang dari pengelola tabungan kepada 

anggota yang berhutang. 

c) Barang telah ada pada masa perjanjian dilakukan, yaitu 

uang yang akan dihutangkan harus ada pada masa 

perjanjian yang dilakukan antara pengelola dana tabungan 

dengan anggota yang berhutang. 

3. Shigat (Ijab dan Qabul)  

Ijab dan qabul adalah pengakuan dari pihak yang memberi 

utang dan penerimaan dari pihak yang berutang, yaitu adanya 

serah terima antara pengelola dana tabungan dengan anggota 

yang berhutang. Seperti menyampaikan “bu saya mau pinjam 

dana tabungan sejumlah Rp. 15.000.000”. Setelah itu pihak 

pengelola tabungan mengizinkan akad ini disetujui dan 

memberitahukan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 Jadi bisa disimpulkan bahwa transaksi ini termasuk di dalam 

akad qarḍ, namun di dalam akad qarḍ memiliki ketentuan yang 

belaku secara umum, salah satunya yang tidak 

diperbolehkannya adanya unsur Riba atau tambahan 

pengembalian hutang yang telah dijanjikan di akad yang ada di 

dalam transaksi program PKK yaitu pengelolaan dana tabungan 
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yang dihutangkan ke anggota, berikut ketentuan-ketentuan 

umum qarḍ berdasarkan Fatwa DSN-MUI  Nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Al-Qarḍ, pelaksanaan akad qarḍ 

memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan 

dipatuhi sebelumnya, berikut di antaranya: 

1. Al-Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

(muqtᾱridhh) yang memerlukan. 

2. Nasabah al-Qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang 

diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana 

dipandang perlu. 

5. Nasabah al-Qarḍ dapat memberikan tambahan 

(sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak 

dijanjikan dalam akad. 

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau 

seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan 

LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat 

memperpanjang jangka waktu pengembalian atau 

menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 

Pelaksanaan pengelolaan dana tabungan di program PKK Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan cara dihutangkan 

ke anggota dengan bunga 1% perminggu dinilai cukup memberatkan 
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anggota, terbukti banyak sekali anggota yang mengeluh kesulitan untuk 

melunasinya.  

Pada sisi lain anggota yang menabung merasa diuntungkan karena 

mendapatkan bonus 10% dari hasil tabungannya selama 50 minggu. Dalam 

hal ini adanya unsur zalim di mana anggota yang berhutang sejatinya dalam 

keadaan susah membutuhkan dana akan tetapi dikenakan bunga atau 

tambahan pengembalian 1% perminggu yang dinilai cukup besar. 

Sedangkan anggota yang menabung mempunyai kelebihan harta 

mendapatkan bonus 10% dari hasil tabungannya. 

Bila hal tersebut dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi 

yang sebagaimana sudah dijelaskan itu merupakan transaksi yang dilarang 

untuk dilakukan. Sebab, hutang piutang yang mendatangkan manfaat, 

merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba yaitu 

termasuk dalam riba al-qarḍ adalah meminjamkan uang kepada seseorang 

dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh 

peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain disebut dengan 

pinjaman berbunga. 

Adapun kaidah yang melarang hal tersebut, yaitu “Kullu Qardin 

jarra Manfa’atan Fahuwa Ar-Riba” yang artinya : “setiap pinjaman atau 

hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dan 

pengembaliannya, maka termasuk kategori riba” sebab hukum riba itu 

diharamkan baik sedikit maupun banyak. 
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Dalam hal ini dana hasil dari pengelolaan dana tabungan bisa 

dikategorikan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah 

karena terdapat unsur riba. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.123/DSN-

MUI/XI/2018tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai 

Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah 

Dan Lembaga Perekonomian Syariah. 

Penggunaan dana TBDSP yang belum sesuai dengan fatwa DSN 

No.123/DSN-MUI/XI/2018. Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan 

dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan 

kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Ketentuan qarḍ pada Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 

tentang Al-Qarḍ pada poin 5 bahwasanya nasabah yang berhutang boleh 

memberikan tambahan(sumbangan) dengan sukarela kepada si pemberi 

pinjaman dengan syarat tidak dijanjikan di dalam akad, namun pada 

transaksi hutang piutang di program PKK, peminjaman dana tabungan di 

perjanjikan di akad bahwasanya anggota yang berhutang dikenakan bunga 

atau kas sebesar 1% perminggu, dan jika tidak bisa melunasi pinjaman akan 

dikenakan bunga atau kas sampai bisa melunasi. 

Dana dari hasil pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan ke 

anggota inilah nanti dibagi untuk anggota yang menabung 10% dan sisanya 

untuk kegiatan lain seperti bagi-bagi sembako untuk anggota, santunan, 

dan dimasukkan di kas PKK.  
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Dana ini berasal dari pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan 

dengan tambahan pengembalian atau bunga yang termasuk ke dalam Riba, 

yang dianggap dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan syariah, 

sebagaimana di dalam Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 

tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan 

Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga 

Perekonomian Syariah. 

Ketentuan pertama pada poin 4, dalam hal ini program PKK masuk 

dalam kategori lembaga perekonomian syariah (LPS) yaitu program PKK 

ini masuk ke dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak masuk 

ke dalam lembaga keuangan dan lembaga bisnis;“Dana yang Tidak Boleh 

Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga 

Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya 

disingkat Dana TBDSP,adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, 

LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau 

kekayaannya.”yaitu Lembaga Perekonomian Syariah, yang disingkat 

LPS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian 

syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS; 

Ketentuan terkait dengan Dana TBDSP pada fatwa ketentuan 

kedua pada poin 1 huruf a, transaksi hutang piutang adanya tambahan atau 

bunga yang tidak diperbolehkan di dalam muamalah, maka pendapatan dari 

hasil pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan termasuk ke dalam dana 

yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah salah satunya 
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disebabkan adanya unsur riba, yang berbunyi; “transaksi tidak sesuai 

dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan 

bunga (Riba).” 

Di dalam poin ini ditegaskan bahwa pendapatan yang didapatkan 

adanya unsur riba tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah. di dalam 

ketentuan kedua ini juga memuat bahwa dana yang berasal dari denda, dana 

yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, dana yang tidak diketahui 

pemiliknya. Dalam hal ini LKS, LBS dan LPS wajib membentuk rekening 

khusus untuk penampungan Dana TBDSP. 

Ketentuan ketiga dalam penggunaan Dana TBDSP program PKK 

seharusnya dana dari pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan 

digunakan hanya untuk kepentingan umum tidak untuk membagi 

keuntungan kepada anggota yang menabung atau sebagai pemasukan PKK. 

Sebagaimana terdapat pada ketentuan fatwa sebagai berikut:  

1. Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung 

untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

2. Bentuk-bentuk penyaluran Dana TBDSP yang diperbolehkan 

adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk: 

a. Penanggulangan korban bencana 

b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam 

c. Masjid/musala dan penunjangnya 

d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial 
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e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan 

bisnis syariah untuk masyarakat umum 

f. Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi dan atau 

kurang mampu 

g. Kegiatan produktif bagi dhuafa' 

h. Fakir miskin 

i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS 

dan LPS dan atau melalui lembaga sosial; 

4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan 

LKS,LBS dan LPS antara lain dalam bentuk: 

a. Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan. 

b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan. 

c. Pembayaran pajak, zakat dan wakaf. 

d. Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah atau end-

user. 

e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. 

5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harus 

mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas 

Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut; 

6. Dalam hal Dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka 
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penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Ketentuan pada bagian keempat yaitu penutup memuat tentang 

apabila terjadi adanya perselisihan di antara kedua belah pihak, cara 

penyelesaiannya dengan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, 

namun jika masih tidak mencapai kesepakatan maka melalui lembaga 

penyelesaian sengketa yang berdasarkan syariah. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas oleh peneliti, dalam 

praktiknya menggunakan akad qarḍ yaitu akad tabarru’dengan tujuan 

saling tolong menolong tanpa mengharapkan suatu imbalan, maka dari itu 

seharusnya pengelolaan dana tabungan dengan cara dihutangkan tidak 

boleh menetapkan bunga atau tambahan pengembalian 1% perminggu yang 

dianggap cukup memberatkan anggota yang berhutang, seharusnya diganti 

dengan pemberian jasa atau ujroh secara suka rela untuk biaya administrasi 

atau sumbangan bukan penetapan tambahan pengembalian saat transaksi 

hutang piutang.  

Pendapatan hasil dari pengelolaan dana tabungan yang dihutangkan 

ke anggota seharusnya tidak dibagi kepada anggota yang menabung karena 

hasil dana dari pengelolaan dana tabungan tidak bisa dianggap sebagai  

pendapatan syariah karena pengelolaannya terdapat unsur riba.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Praktik pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” di Desa 

Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik antara pengelola 

dana tabungan (muqtᾱridh) dengan anggota yang meminjam 

(muqridh).  Anggota PKK meminjam dana kepada pengelola dana 

tabungan “Nabung Gula”, kedua belah pihak telah sepakat dengan 

ketentuan peminjaman dengan syarat adanya tambahan 

pengembalian 1% perminggu,. Perjanjian dilakukan dengan cara 

lisan dan tertulis. Dalam perjanjian anggota yang meminjam wajib 

melunasinya hingga akhir tahun, bunga atau tambahan 

pengembalian akan terus berjalan hingga anggota yang meminjam 

bisa melunasi hutangnya semua. Dana dari hasil pengelolaan dana 

tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota lain 

dibagikan kepada anggota yang menabung sebesar 10% dari total 

tabungannya selama 50 minggu.  

2. Menurut Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 yang 

mengatur tentang pengelolaan dana yang tidak bisa diakui sebagai 

pendapatan syariah terdapat beberapa syarat yaitu salah satunya 
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adalah tidak boleh adanya unsur riba, namun pada transaksi hutang 

piutang di program PKK, peminjaman dana tabungan dijanjikan di 

awal akad bahwasanya anggota yang berhutang dikenakan bunga 

atau tambahan pengembalian sebesar 1% perminggu. Hasil dari 

pengelolaan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah 

dipergunakan untuk kepentingan umum dan sosial sesuai dengan 

ketentuan Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018, namun 

dalam hal ini hasil dari pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” 

diberikan kepada anggota yang menabung 10% yang telah dijanjikan 

di awal akad, dalam hal ini akad wadi’ah yad-dhamanah pembagian 

bonus tidak diperbolehkan dijanjikan di awal akad. Dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara praktik 

pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” dengan Hukum Islam dan 

Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018. 

 

B. Saran 

1. Hendaknya semua anggota PKK dan pengurus PKK membuat 

kesepakatan bersama yang bertujuan untuk kepentingan semua 

anggota, agar tidak terjadi permasalahan seperti kesulitannya 

anggota yang meminjam mengembalikan dana pinjaman, yang 

membuat anggota yang menabung tidak mendapatkan dana 

tabungannya tepat pada waktunya. 
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2. Hendaknya sebelum terlaksananya praktik hutang piutang antara 

pengelola dana tabungan dengan anggota yang meminjam, pengurus 

PKK seharusnya membatasi jumlah pinjaman sesuai dengan 

kegunaan dan kebutuhan dari anggota yang meminjam. 

3. Dana dari pengelolaan dana tabungan seharusnya untuk kepentingan 

umum atau kegiatan sosial, pembagian bonus kepada anggota yang 

menabung seharusnya tidak dijanjikan di awal akad. 

4.  Bagi pembaca semoga dari hasil penelitian ini mampu memberikan 

kontribusi baru mengenai keilmuan pembaca mengenai pelaksanaan 

hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam. 
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KETERBATASAN PENELITIAN  

Dalam penelitian ini peneliti menyadari terdapat banyak keterbatasan dalam 

penelitian di antaranya adalah sulitnya mendapatkan informasi mengenai 

pelaksanaan hutang piutang yang terjadi antara Pengurus Pengelola Dana 

Tabungan, dan anggota yang berhutang karena ini merupakan program yang cukup 

baru dijalankan dan masih banyak hal yang menjadi rahasia baik dari pihak 

pengurus PKK, Pengurus dana tabungan, penabung, maupun anggota yang 

berhutang itu sendiri. Keterbatasan ini ada dalam penjelasan mengenai waktu 

pelaksanaan hutang piutang, nominal transaksi hutang piutang, pedoman yang 

digunakan dalam hutang piutang dan hal-hal lain dari proses hutang piutang 

tersebut.    
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Wadi’ah di Perbankan Indonesia ). Jawa tengah: Jurnal Hukum Islam (JHI). 

Vol. 4, 2014 

Ali, Muhammad Daud. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 

.  Jakarta : Rajawali Pres,1996 

Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dalam Teori ke Praktik. Jakarta: 

Gema Insani, 2001 

Anwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001 

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2013 

Cahyadi, Ady. Mengelola Hutang dalam Perspektif  Islam. Jakarta: Jurnal Bisnis 

dan Manajemen. Vol. 4, 2014 

Chaudhry, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. Jakarta: 

Kencana, 2012 

Departemen Agama Republik Indonesia . Al-Qur’an dan Terjemahannya. 

Bandung: Diponegoro, 2010 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008 

Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori 
dan Praktek). Malang: UIN-Maliki Press, 2018 

Karim, Adiwarman. Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2014 

Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah. Jakarta: Prenadamedia Group, 

2012 

Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013 

Muslich,Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: AMZAH, 2015 

Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam. 
Jakarta:Sinar Grafika, 1994 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92 

 

 

 

Riyanto. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SIC, 2010 

Rozalinda. Fiqih Ekonomi dan Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor 
Keuangan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016 

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D. Bandung: Alfabeta, 2014 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D. Bandung: Alfabeta, 2015 

Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: pustaka setia, 2001 

Widodo, Sugeng. Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam, Yogyakarta: 

Kaukaba,2014 

 Yazid, Muhamad. 2014. Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah). Surabaya: UIN 

Sunan Ampel Press.  

Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. 2011. Fiqh Riba.  Jakarta: Senayan Publishing 

DSN-MUI, “Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi 

Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga 

Perekonomian Syariah,” dalam https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/, 

(diakses pada tanggal 15 Maret 2021, jam 18.15). 

Muhaiminah. Hasil Wawancara. Gresik. 2021 

Indiroh. Hasil Wawancara. Gresik. 2021 

H. Muhallah. Hasil Wawancara. Gresik. 2021 

Rukiah. Hasil Wawancara. Gresik. 2021 

Muafah. Hasil Wawancara. Gresik. 2021 

Ramlah. Hasil Wawancara. Gresik. 2021 

Asfiyah. Hasil Wawancara. Gresik. 2021 



 

93 

 

 


